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Abd Basith, Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I. 2020: “Penyelesaian Sengketa
Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Di BPRS Situbondo (Studi Putusan
Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)”
Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran dalam
hal penghimpunan dana, penyaluran dana yang memberikan dan mengenakan
imbalan atas dasar prinsip syariah, salah satu produk bank syariah adalah
murabahah. Lembaga yang menjalankan produk tersebut adalah Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS), namun nasabah melakukan perbuatan yang merugikan pihak
lembaga. Dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit yang menyatakan demi hukum Para Tergugat melakukan
perbuatan wanprestasi/ingkar janji.
Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana duduk perkara sengketa wanprestasi
dalam perjanjian murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan Agama
Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. 2. Bagaimana pertimbangan hukum
hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian murabahah di
BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. 3. Bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Agama
Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk
mengetahui dan memahami duduk perkara sengketa wanprestasi dalam perjanjian
Murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. 2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan
hukum hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestaasi dalam perjanjian
Murabahah di BPRS pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. 3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum
putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan
jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi undang-undang (normatif). Dan
tekhnik pengumpulan data menggunakan dokumentasi sedang analisis data
menggunakan kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah: 1. Duduk perkara dalam putusan Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. Bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran selama
8 kali angsuran, namun Para Tergugat setelah itu tidak lagi membayar angsuran
meskipun Penggugat memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat namun
tidak ada tanggapan yang baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama Situbondo dengan menuntut Para Tergugat membayar sisa
kewajiban (angsuran) Rp. 157.546.000, menuntut agar objek agunan dapat dijual dan
lelang. 2. Dasar pertimbangan hukum hakim (Racio Decidendi) dalam memutuskan
perkara ini adalah menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang
No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
(KHES), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), keterangan alat bukti (surat). 3. Akibat hukum putusan
Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, megabulkan gugatan Penggugat sebagian, bagi
Para Tergugat dinyatakan secara hukum melakukan wanprestasi, membayar sisa
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A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.
Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk kebenaran, keadilan,
kemanfaatan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.1
Indonesia yang menjunjung tinggi terhadap penegakan hukum dan Hak
Asasi Manusia yang saling berkaitan antara satu sama lainnya, pasal 28A
UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal tersebut menjadi
legitimasi bagi warga dan pemerintah dalam menjalankan kehidupannya
karena pada dasarnya semuanya diperlakukan sama didalam hukum (e
quality befour de law), karena merupakan salah satu asas terpenting dalam
hukum yang dijadikan sebagai salah satu doktrin Rule of law yang juga
menyebar pada Negara-negara berkembang seperti Indonesia.2
Era digitalisasi ini, perkembangan sistem ekonomi syariah di
Indoneisa, sistem yang menjadi payung bagi semua lembaga ekonomi
berbasis ajaran islam yang didalamnya terakumulasi nilai, prinsip, teori serta
1 Sekretariat Jendral MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dan Ketetapan MPR RI, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2015), 67.
2 Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, (Bandung:
Permata Press 2004), 26.
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
2
kaidah atau norma.3 Sistem tersebut menunjang harmonisasi kehidupan
manusia salah satunya ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan
lembaga keuangan syariah di Indonesia. Eksistensi lembaga tersebut
semakin kuat dengan terbentuknya Undang-Undang No.21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang
menjalankan aktifitas di bidang keuangan yang berbasis prinsip syariah.4
Lembaga keuangan syariah pula ada yang berbentuk lembaga bank dan
lembaga non bank, kegiatanya yang bertujuan membawa kemaslahatan bagi
nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah
dalam sistem ekonominya.
Pasca disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, yakni lembaga yang kegiatannya berdasarkan prinsip
syariah atau hukum Islam, bank dan pihak lain (lembaga atau nasabah) untuk
penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau lainnya.
Diantaranya, pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudharabah), penyertaan
modal (musyarakah), jual beli untuk mendapatkan keuntungan (murabahah),
atau pembiayaan barang modal (ijarah).5 Didalam sebuah transaksi tersebut
mesti akan dihadapi dengan perjanjian/akad yang akan disepakati oleh kedua
belah pihak (bank dan nasabah) yang sedang bersarikat (akad) sehingga
didalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah dinyatakan bahwa ;
3 Hasbi Hasan, Kompetisi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,
(Jakarta: Gramata Publising, 2010), 89.
4 Nur Risanto Al-arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 5.




“Akad/perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah
atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.
Ikatan yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama
berkeinginan untuk mengikatkan diri sehingga untuk menyatakan kehendak
masing-masing harus diungkap dalam sautu pernyataan, dimana dua pihak
atau lebih sama-sama menyepakati (Ijab-qabul). Akad yang dilakukan
memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan
berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar
kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum tersebut hanya
dilakukan berdasarkan hukum positif saja, tapi tidak demikian bila perjanjian
tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga akhir hayat nanti.6
Perbankan syariah yang kegiatannya sebagai lembaga  intermediasi,
memiliki peran strategis dalam hal penghimpun dana, penyaluran dana yang
memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (jual-beli
dan bagi hasil). Salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) yakni lembaga yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan
Makro berdasar pada prinsip syariah diantara yang dilakukan oleh lembaga
tersebut adalah  pembiayaan murabahah, menurut ketentuan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian
6 Abdul Hadi, Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar Hukumnya,
(Surabaya: Sinar Terang, 2005), 7-8.
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murabahah tidak diharamkan oleh syariah Islam selagi tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah.7
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana penjual
memberitahu haga suatu produk yang ia beli dan kemudian menentukan
harga jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan dengan kesepakatan
dengan pembeli (Pasal 19 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah). Dengan demikian, karakteristik dari jual beli dengan akad
murabahah adalah penjual harus memberi tahu tentang modal atau harga
pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada
biaya tersebut. Akad murabahah merupakan salah satu produk penyaluran
dana (finacing) perbankan syariah dengan model pembiayaan dengan prinsip
jual beli (sale and purchase). Sehingga dalam konteks pembahasan
perbankan syariah terdapat empat macam model produk pembiayaan yang
ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah.8 Terkait jual beli yang
dilakukan oleh umat islam berpedoman pada ketentuan syariah, seperti yang
tercantum dalam ketentuan surah al-baqarah 2: 275.
بَوا َم الرِّ )٢٧٥: 2(البقرة َوأََحّل هللاُ اْلبَْیَع َوَحرَّ
Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Q.S.
Al-Baqarah 2: 275.9
7 Rifanatus Sarah Dzatihanani, Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Analsisi Putusan
Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt), 3.
8 Adiwarman Karim, Bank Islam, Analiss Fiqih, dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), 97.
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygna Examed), 47.
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Murabahah dalam Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) menyatakan bahwa murabahah merupakan pembiayaan
saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak
yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa
harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan
keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan
secara tunai atau angsuran. Konsekuensi bank sebagai lembaga intermediasi
antara nasabah dan pihak bank akan selalu berhadapan dengan berbagai
resiko, menurut Adiwarman A. Karim, resiko dalam kontek perbankan
merupakan suatu potensi baik yang bisa diperkirakan atau tidak bisa
diperkirakan. Jenis-jenis tersebut yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar dan
resiko operasional, namun yang sering dialami oleh bank adalah pembiayaan
karena nasabah lalai dalam melakukan angsuran pembayaran (wanprestasi/
kredit macet).10
Pasal 55 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah menyatakan bahwa (1) penyelesaian sengketa Perbankan
Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. (2)
dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan
sesuai dengan isi akad. (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.11 Adanya
regulasi tersebut sebagai instrument hukum ketika terjadi sebuah sengketa
10 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.
11 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004), 24.
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dalam lembaga keuangan syariah  (nasabah dan pihak bank) dan atau terjadi
sebuah cidera janji/wanprestasi dari nasabah terhadap perjanjian/akad yang
telah disepakati diawal termuat dalam bentuk tertulis.
Peradilan Agama merupakan sebutan resmi bagi salah satu diantara
empat lingkungan peradilan yang keberadaanya diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan
kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman.12 Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku
kekausaan kehakiman mempunyai kompetisi memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara terkait keperdataan islam.13 Sejak diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.14 tahun 2016 juga mengatur
secara khusus dan spesifik bahwa pengadilan agama merupakan salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam
Islam megenai perkara tertentu. Pun demikian dalam pasal 49 menyatakan
bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam
dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah dan ekonomi syariah. Artinya, dengan kewenangan yang telah
12 Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal
10 ayat 1.




diamanahkan kepada pengadilan agama secara komprehensif melalui
peraturan tersebut, penyelesaian perkara/sengketa sudah menjadi tugas
lembaga pengadilan agama untuk menyelesaikannya apabila secara
kekeluargaan tidak mampu diselesaikan.14
Pada kasus sengketa ekonomi syariah atas gugatan wanprestasi
dengan nomor perkara 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit yang telah teregister di
kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 19 September 2019
antara Lembaga PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yang beralamat di
Jalan Jawa No.5-6 Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo,
Provinsi Jawa Timur dalam perkara ini diwakili oleh Arif Hidayat selaku
Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Situbondo,
selanjutnya disebut Penggugat.
Kemudian dalam gugatannya yaitu melawan Hadiyono Putra
pekerjaan perdagangan beralamat di Kp.Pandian RT.001 RW.001 Ketowan
Arjasa Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 dan Lis Setiawan,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang beralamat di Kp.Pandian RT.001
RW.011 Ketowan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, selanjutnya
disebut Tergugat II, selaku nasabah PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah,
selanjutnya disebut para Tergugat. Dengan tanggal pendaftaran pada hari
kamis, 19 April 2018 dengan menyatakan secara hukum akad/perjanjian
Murabahah Nomor: 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 adalah sah
dan mengikat, dengan pembiayaan Rp. 80.000.000,- margin sampai jatuh




tempo rp.80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp. 160.640.000
dengan angsuran perbulan Rp. 1.673.333 selama 8 tahun (96 bulan) untuk
pembelian mobil. Namun, setelah 8 (delapan) kali angsuran dengan jumlah
Rp.16.734.000 Para Tergugat tidak lagi membayar kewajibannya sehingga
Penggugat memberikan peringatan berupa Surat Peringatan (I,II,III dan IV)
kepada Para Tergugat namun tidak ada respon baik.
Penggugat melanjutkan tindakan Para Tergugat untuk diselesaikan
melalui jalur hukum yaitu Pengadilan Agama Situbondo dengan pokok
perkara primer: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/cidera janji kepada
Penggugat; menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban
kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan; menyatakan obyek agunan
secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); menghukum
Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.
Menyatakan secara normatif kedudukan hukum Tergugat telah
melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan menuntut Tergugat
membayar sisa kewajiban sebesar Rp. 157.546.000 (seratus lima puluh tujuh
lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah berlebihan karena dengan
menambahkan biaya lelang sebesar Rp.10.000.000, menghukum Tergugat




1. Sisa pokok = Rp.71.666.000
2. Margin belum terbayar = Rp. 72.240.000
3. Denda keterlambatan = Rp. 3.640.000
4. Total Kerugian = Rp.147.546.000
Menyatakan atas barang jaminan berupa Buku Pemilikan Kendaraan
Bermotor (BPKB) MOB. PENUMPANG, Merk/Type: TOYOTA AVANZA
1.3G M/T tahun pembelian 2012, isi Silinder : 1298 cc, No Rangka:
MHKM1B43JCK01832, No. Mesin : DK14283, No.Reg : PRB0225376, No.
Polisi N 1806 NL, No. BPKB : 1-06732066, Warna: HITAM METALIK, di
Dusun Grojokan RT.03/RW.01 Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan
Probolinggo yang dikeluarkan oleh kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27
Januari 2012, majlis hakim menyatakan bahwa obyek agunan dapat dijual dan
kepada Penggugat dapat mengajukan permohonan Sit Eksekusi dan Lelang ke
Kantor Pengadilan Agama Situbondo apabila Tergugat lalai/tidak
melaksanakan putusan secara sukarela.15
Berdasarkan kasus sengketa wanprestasi perjanjian/akad murabahah
tentang putusan hakim Pengadilan Agama Situbondo tersebut penulis tertarik
untuk meneliti dan mengakaji secara kebenaran akademik terkait amar putusan
yang dibacakan oleh majlis hakim dengan mengajukan judul skripsi yang
berjudul: PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN MURABAHAH DI BPRS SITUBONDO (Studi Putusan
Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit).




Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan
diteliti agar menjadi jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Maka perlu
disusun fokus kajian.16 Adapun hal-hal yang menjadi fokus kajian antara lain :
1. Bagaimana duduk perakara sengketa wanprestasi dalam perjanjian
Murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan Agama
Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (Racio Decidendi) dalam
penyelesaian sengketa wanprestaasi dalam perjanjian Murabahah di BPRS
pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit?
3. Bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju
dalam melakukan penelitian untuk menemukan, untuk mengembangkan,
maupun koreksi terhadap atau mengkaji kebenaran ilmu pengetahuaun yang
telah ada,17 maka tujuan dari penelitian ini meliputi :
1. Untuk mengetahui dan memahami duduk perkara sengketa wanprestasi
dalam perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
16 Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember:
IAIN Jember Press, 2019), 51.
17 Moh. Kasiran, Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan
Metodologi Penelitisan (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10.
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2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim
dalam penyelesaian sengketa wanprestaasi dalam perjanjian Murabahah di
BPRS pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan
setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang
bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi
dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis.18 Manfaat dengan
dilakukan penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam
mengembangkan disiplin keilmuan hukum ekonomi syariah, prihal
aspek hukum dalam hal pembiayaan murabahah atas perjanjian yang
dinyatakan wanprestasi;
b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis untuk
jenjang berikutnya, disamping itu sebagai referensi penelitian yang
lain sesuai dengan bidang peneliti.




Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran
ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, guna memberikan
jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.
a. Bagi Peneliti
1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis
maupun teoritis dalam bidang hukum ekonomi syariah, lebih
khusus dalalm hal masalah pembiayaan murabahah atas perjanjian
yang dinyatakan wanprestasi.
2. Dapat menambah pengalaman tentang penelitian dan penulisan
karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadkan penelitian yang
selanjutnya.
b. Bagi Lembaga IAIN Jember
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi
lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin
mengembangkan kajian ilmu hukum ekonomi syariah;
2. Menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan IAIN
Jember khususnya Fakultas Syariah, program studi hukum ekonomi
syariah.
c. Manfaat bagi masyarakat
Memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat pada
umumnya dan nasabah Perbankan Syariah agar lebih memahami konsep





Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan
perbantahan.19 Sengketa merupakan pertentangan, perselisihan atau
percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang
berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang maupun benda.
Sehingga dengan adanya sebuah ketimpangan yang terjadi antara kedua
belah pihak berasumsi akan ada yang merasa dirugikan.20
2. Wanprestasi
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi
buruk, dalam kamus hukum wanprestai berarti kelalaian, kealpaan, cidera
janji dan tidak  menepati janji dalam perjanjian.21 Wanprestasi menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan salah satu pihak
(biasanya perjanjian) berpretasi buruk karena kelalaian.22 Menurut J. satrio
bahwa Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi
janjinya atau tidak sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat
disalahkan kepadanya.23
19 http://kbbi.web.id/sengketa.html.
20 Abdul R. Salim, Esensi Hukum Bisnis Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 130.
21 Salim, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, 135.
22 http://kbbi.kemdikbud.go.id




3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.24
BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di
kecamatan dan pedesaan yang berfungsi sebagai pelaksana sebagian
fungsi bank umum tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan prinsip-
prinsip syariah.
BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat
mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkan
usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf  hidup masyarakat.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang
teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah
secara konsisten sehingga tercipta lembaga yang sehat serta mampu
memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.25
4. Putusan
Putusan disebut al-qada’u dalam bahasa Arab, vonis dalam bahasa
Belanda, yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang
berlawanan dalam perkara, yakni Penggugat dan Tergugat. Produk
Pengadilan semacam ini biasa diisitilahkan dengan produk Pengadilan
yang sesungguhnya atau jurisdiction centensiosa. Jadi, dictum vonis
selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum atau bersifat constitutoir
24 Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1
ayat 9.
25 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2018), 44.
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artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut
dengan sukarela dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa
yang disebut di ekskusi.26
Maksud dari judul penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian
murabahah pada Pengadilan Agama adalah sebuah proses penyelesaian
perselisihan yang terjadi antara dua pihak terkait dengan hak bernilai
karena adanya sebuah kelalaian dari pihak debitur yang meyebabkan
wanprestasi atas perjanjian.
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan
skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir atau yang
kemudian dilanjutkan dengan bab I yang merupakan pendahuluan hingga bab
VI yang merupakan bagian penutup. Sistematika pembahasan  merupakan
gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi yang dirumuskan
secara berurutan dari bab per bab. Dengan tujuan agar pembaca dapat lebih
mudah dan cepat dalam memahami skripsi ini dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan
Pada bab ini memberikan deskripsi mengenai keseluruhan pembahasan
untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang
masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, definisi istilah, metodelogi penelitian
dan sistematika pembahasan.
26 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 203.
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BAB II: Kajian Pustaka
Kajian Pustaka mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan
kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti,
dalam hal ini tentang “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalalm Perjanjian
Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)”. Dalam kajian teori akan dibahas secara
sistematis dan komprehensif megenai teori tentang sengketa wanprestasi
dalam perjanjian murabahah dan penjelasan mengenai putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
BAB III: Metode Penelitian
Pada bab ini memuat pembahasan cara untuk melakukan penyelidikan
dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk
mendapatkana kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat
dipertanggung jawabkan.
BAB IV: Pembahasan
Pada bab ini memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang
peneliti lakukan tentang “Duduk Perkara Sengketa Wanprestasi Perjanjian
Murabahah Di BPRS Situbondo pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit”. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim
dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah pada
Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit”.





Pada bab ini merupakan bagian akhir atau bab penutup dari penulisan
karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini dikutip
dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian,
sedangkan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan rekomendasi-
rekomendasi yang ditujukan kepada regulator sebagai bahan-bahan
pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan






Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana
keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya
yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh
penulis saat ini adalah :
1. Skripsi yang ditulis oleh Gusnawati NIM: 13.2200.098 (2017) tentang
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan
Agama Bukit Tinggi Nomor: 0236/Pdt.G/PA.Bkt), Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017.
Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana bentuk kontrak para
pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi? 2) Bagaimana
kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi? 3) Bagaimana penyelesaian
sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi
pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt?. dengan metode penelitian
menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (library
research).27
a. Bentuk kontrak para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Buit
Tinggi ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
maka bentuk kontrak yang telah disepakati oleh para pihak yang




berperkara yaitu tentang pembiayaan murabahah nomor :
6798/MRB/ADL/V/2012 pada tanggal 25 mei 2012.
b. Kewenangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah pada putusan ini, berdasarkan
kewenangannya dalam menyelsaikan senghketa ekonomi syariah ini
ialah bahwa seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga
keuangan ekonomi syariah dengan pihak manapun teramsuk
kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya
kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam undang-undang.
c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan
Agama Bukit Tinggi pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt,
berdasarkan hasil persidangan menghasilkan dua bentuk, yakni;
pertama, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
melakukan wanprestasi/ingkar janji atas akad pembiayaan murabahah
nomor : 6798/MRB/ADL/V/ tanggal 25 mei 2012 dan menghukum
terhadapnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak
Rp. 246.359.492. kedua, berdasarakn putusan hakim dapat dilakukan
secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukit Tinggi, Hakkim
menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru
sita Pengadilan Agama Bukit Tinggi, pada hari jum’at tanggal l22
Agustus 2014 atas jaminan hutan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah
Nomor 516 a/n. Terguagat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan
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diatas tanah tersebut berdiri unit rumah permanen bertingkat dengan
ukuran luas + 96 M2.
Persamaan peneliti oleh Gusnawati tersebut dengan penelitian
yang hendak peneliti angkat adalah sama-sama mengkaji dan meneliti
tentang sengketa ekonomi syariah dalam perjanjian murabahah.
Namun disisi lain, penelitian yang hendak peneliti angkat mempunyai
sisi pembeda, yakni:
2. Skripsi yang ditulis oleh Alfin Fitriyana : “Analisis Hukum Ekonomi
Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam putusan Pengadilan
Agama Bukittinggi Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt”, NIM:
210214097, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,
2018. Dengan menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian
pustaka (library research).
Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana analisis hukum
ekonomi syariah terhadap penerapan dan pelaksaan akad murabahah
dalam perkara No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt? 2) Bagaimana analisis
hukum ekonomi syariah terhadap dasar pertimbangan hukum hakim
dalm memutus perkara ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan
Agama Bukit Tinggi Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt? 28
a. Analisis ketentuan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan dan
penerapan perjanjian murabahah tidak sesuai Karena tidak
memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian murabahah. Dimana
28 Alfin Fitriyana : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam
putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt”, (Skripsi, Institut Agama
Islam Negeri, Ponorogo, 2018).
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nasabah mengajukan permohonan untuk penambahan modal usaha
dan take over kepada pihak bank syariah. Keduanya mengikatkan
diri dalam sebuah perjanjian yang isinya seolah-olah pihak bank
syariah menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
b. Majlis Hakim memutuskan perkara ini sudah seusai dengan dengan
hukum ekonomi syariah bahwa perjanjian ynag dilakukan oleh
nasabah dengan pihak bank syariah batal demi hukum dan
hubungan antara keduanya yaitu sebagai pinjam meminjam biasa
dengan jaminan benda tidak bergerak dan akad yang dilakukan
keduanya pun batal demi hukum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Mulyono (2017) dengan judul “Analisi
Terhadap Putusan Hakim dalam Kasusu Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah
(Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”,
NIM: 21412007, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri,
Salatiga. Dengan menggunakan metode penelitian jenis yuridis
normatif.
Dengan rumusan masalah: Apa yang menjadi dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:
1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam perkara sengketa ekonomi syariah
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga?.29
29 Eko Mulyono, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah” (Skripsi, Institut Agama
Islam Negeri, Salatiga, 2017).
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a. Dasar hukum Hakim yang digunakan dalam putusan nomor
1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg adalah Undang-Undang No.7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum Ekonomii
Syairah (KHES) dan Herien Inlandsch Reglement (HIR).
b. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini,
peneliti tidak sependapat dengan penggunaan Undang-undang
No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebab undang-
undang tersebut merupkan undang-undang laam yang telah

















































































Akad/perjanjian berarti ( (العقد perikatan dan permufakatan.
Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan
menerima ikatan), sesuai dengan prinsip syariah yang berpengaruh
pada objek perjanjian.30 Sehingga apabila sepakat untuk melakukan
perjanjian maka pada saat itu pula perjanjian itu terjadi. Menurut
ulama fiqih, memberikan definisi perjanjian/akad secara termenologi
(istilah) sebagaimana yang disampaiakan oleh Wahbah az-Zuhaili
bahwa akad/perjanjian adalah;
30 Hendi Suhedi, Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam (Bandung: IAIN Sunan
Gunung Jati, 1986), 44.
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َفرَِدٍة َكاْلَوْقِف اَْم ِاْحِتَجاٍج  ُكلُّ َما َعَزَم اْلَمْرِء َعَلى ِفْعِلِه َسَواٌء َصْدٌر بِِارَاَدٍة ُمنـْ
ِاَىل ِارَاَدْيِن َكاْلبَـْيِع. 
“Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakan, baik keinginan
tersebut berasalh dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf
atau kehendak tersebut timbul karena dari dua orang, misalnya dalam
hal jual beli, ijarah.”
Mursyid al-Hairan, perjanjian/akad merupakan pertemuan ijab
yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang
membutuhkan akibat hukum pada objek perjanjian/akad. Prof. Dr.
Syamsul Anwari memberikan definisi tentang perjanjian, yaitu
pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau
lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek
perjanjian/akad.31
b. Rukun dan Syarat Perjanjian
1) Rukun Perjanjian32
a) Akid (orang yang berakad). Akid adalah Pihak yang
melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang
akan diberikan hak. Misalnya, akid dalam jual beli adalah
penjual dan pembeli. Syarat aqid, ulama memberikan dua
syarat. Pertama, ahliyyah yaitu kompetisi orang sehingga
dianggap cakap melakukan transaksi (mukallaf dan mumayyiz).
b) Ma’qud ‘alaih (benda-benda yang diakadkan/diperjanjikan)
baik berupa harta atau yang dihargakan.
31 Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islam wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-fikr al-Muamalah, 1984),
Juz 4, 2917.
32 M. Noor Harisudin, Fiqih Muamalah 1, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 20.
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c) Ijab Qabul. Ijab qabul adalah ungkapan ynag menunjukkan
kerelaan atau kesepakatan dua pihakyang melakukan kontrak
atau akad.
2) Syarat-syarat Perjanjian
a) Syarat subjektif, pihak yang melaksanakan perjanjian harus
cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan sepakat untuk
membuat suatu akad.
b) Syarat objektif, yakni barang yang diperjanjikan harus amwal
(halal), barang yang diperjanjikan secara prinsip sudah dimiliki
oleh pihak yang menyerahkannya/menjualnya.
3) Jenis-jenis perjanjian
a) ‘Aqad Munjiz yaitu perjanjian yang dilaksanakan langsung
pada saat selesainya perjanjian.
b) ‘Aqad Mu’allaq yaitu perjanjian yang dalam pelaksanaannya
terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
c) ‘Aqad Mudhaf yaitu perjanjian yang dalam pelaksanannya
terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan
perjanjian, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan
hingga waktu yang ditentukan.33




a. Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Dimana penjual memberitahu harga suatu produk yang ia beli dan
kemudian menentukan harga jualnya dengan selisihnya sebagai
keuntungan kesepakatan dengan si pembeli.34 Pembiayaan
murabahah memungkinkan adanya dhoman (jaminan) karena sifat
dari pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang
pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan
pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh
nasabah, bank syaraiah (ba’i) memberlakukan prinsip kehati-hatian
dengan mengenakan dhoman (jaminan) kepada nasabah.35 Secara
syariah, landasan mengenai jual beli murabahah telah termaktub
dalam Al-Qur’an dan hadits, yaitu dalam firman Allah QS. An-
Nisa’ [4]: 229 dan hadits Ibnu Majah:
ِمْنُكمْ َالتَأُْكلُْوا أَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلبَاِطِل اِالَّأَْن تَُكْوَن تَِجاَرةً َعْن تََراضٍ اأَیُّھَا الَِّذْیَن اََمنُْوایَ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan sukarela di antaramu....”.
34 Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul
Muqtashid (Beirut: Darul Qalam, 1988), 216.
35 Muhammad, Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah
(Yogyakarta: UII Press, 2003), 110.
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أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل : ثََالٌث فِْیِھنَّ اْلبََرَكةُ: اَْلبَْیُع اِلَى أََجٍل,
ِعْیِر لِْلبَْیِت َاللِْلبَْیِع (رواه ابن ماجھ عن صھیب) َواْلُمقَاَرَضةُ, َوَخْلطُ اْلبُرِّ بِا لشَّ
“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli
tidak secara tunai, muqarabah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Suhaib).
b. Rukun dan Syarat Perjanjian Murabahah
Agar akad murabahah tidak bertentangan dengan ketentuan




Pelaku utama adalah adanya si penjual dan pembeli,
sebab tidak ada transaksi tanpa ada penjual dan pembeli.
b) Objek
Keberadaan objek yang diperjualbelikan harus jelas
dan bukan barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan
(bertentangan dengan ketentuan syariah) yang menimbulkan
transaksi menjadi batal.
c) Ijab Qabul
Rukun yang ketiga adanya kesepakatan penjual dan
pembeli yang dimanifestasikan dari ijab qabuldalam bentuk
perjanjian oleh kedua belah pihak.
36 Azharuddin Lathif, “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di




a) Penjual harus jujur (terbuka) mengenai modal dan keuntungan
kepada pembeli/nasabah.
b) Kontrak harus terbebas dari Riba.
c) Penjual harus menjelaskan kepada nasabah bila terjadi cacat
atas barang sesudah pembelian.
d) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian
e) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan.37
3. Wanprestasi Dalam Perjanjian
a. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi secara umum menurut Yahya Harahap
merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya
atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang nasabah
(debitur) dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia melakukan
pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga
terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan
sautu prestasi tidak menurut kesepakatan diawal (sepatutnya dan
selayaknya).38
Dalam teori hukum Islam, apabila pihak yang tidak
melaksanakan kewajibannya baik karena kesengajaan maupun
37 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
102.
38Wawan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 111.
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karena kelalaian, dapat dipersalahkan karena telah melakukan
ta’addi (melanggar hak dan kewajiban orang lain).39 Menunda-
nunda atau tidak melaksanakan pembayaran dalam pembiayaan
termasuk orang yang zalim, seperti dalam hadits Nabi riwayat
jama’ah yang berbunyi ;
َمْطُل اْلَغنِيِّ ظُْلمٌ 
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman”.40
b. Bentuk-bentuk Wanprestasi
Subekti merinci beberapa bentuk wanprestasi dalam ketentuan
pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu;41
1) Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukannya.
2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi tidak
sebagaimana yang diperjanjikan.
3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
c. Nasabah dinyatakan Wanprestasi
Mekanisme dalam menyatakan nasabah wanpretasi mesti
melalui beberapa tahapan, setidaknya terdapat dua bentuk tahapan
yang harus dilakukan (Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata), yaitu;42
39 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori Akad dalam Fiqih Muamalah
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 332.
40 Fatwa Dewan Syar’iah Nasional (Fatwa DSN-MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, 3.
41 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermas, 1992), 47.
42 Lukman Santoso, Hukum Perikatan (Bandung: Pustaka Setia, 2016),  131.
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1) Sommatie, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh pihak bank
kepada nasabah secara resmi melalui Pengadilan. Somasi tersebut
merupakan sebuah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat
memenuhi prestasi/kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang
telah disepakati antara kedua belah pihak.
2) Ingebreke Stelling, yaitu peringatan kreditur kepada debitur
(nasabah) secara tersendiri dan tidak melalui Pengadilan.
d. Akibat Hukum bagi Nasabah yang Wanprestasi
Terdapat akibat hukum bagi nasabah yang telah melakukan
wanprestasi, akibat hukum atau sanksi tersebut dapat berupa;43
1) Membayar kerugian yang diderita oleh pihak bank, yaitu berupa
pembayaran ganti rugi.
2) Pembatalan perjanjian.
3) Peralihan resiko, dimana benda yang dijanjikan berupa objek
perjanjian, sejak tidak dipenuhinya kewajiban menjadi
tanggungjawab nasabah.
4) Membayar biaya perkara jikalau perkara tersebut dibawa ke
pengadilan.
4. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
a. Kewenangan Pengadilan Agama
1) Kewenangan relatif
43 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik (Depok: Balebat
Dedikasi Prima, 2017), 132.
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Kewenangan relatif adalah kekuasan pengadilan mengenai
pembagian kekuasaan menerima, memeriksa dan mengadili, serta
meyelesaikan perkara perdata yang mempunyai daerah hukum
masing-masing.44 Sehingga Pengadilan Agama sering diartikan
yuridiksi relative, yakni dalam hal domisili penggugat dan tergugat
dalam suatu perkara.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-
Undang No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang
berbunyi :
“Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.
2) Kewenangan absolut
Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan lainnya,
dengan arti lain bahwa setiap pengadilan mempunyai wewenang
masing-masing yang secara mutlak tidak dapat dilakukan oleh
pengadilan tingkatan lainnya.45 Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-
Undang No 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang
No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa :
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama islam di bidang”;
44 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dan Teori dan Praktik pada Pengadilan
Agama (Yogyakarta: UII Press, 2009), 13.











b. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
1) Secara litigasi46
Penyelesian sengketa ekonomi syariah secara litigasi adalah
penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Sebagaimana
lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.14 tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesian Perkara Ekonomi Syariah. Terbitnya
peraturan tersebut pengadilan dapat melakukan dengan dua cara
yaitu dengan acara biasa dan acara sederhana.
a) Legal Standing
Legal standing berasal dari istilah persona stand in
judicio, yang artinya pihak yang berhak mengajukan gugatan
ataupun permohonan dalam proses perdata. Pihak yang dapat
mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu:
1) Orang meliputi pribadi atau usaha perorangan.
Jika meliputi pribadi, maka yang harus diperhatikan
adalah identitas dirinya, sedang usaha perorangan yang
harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang
berkaitan.
46 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafido, 2010), 27.
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2) Badan hukum, meliputi perseroan terbatas, koperasi,
yayasan, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah,
Perusahaan Umum Badan Usaha Milik Daerah, partai
politk, organisasi massa, dan lainnya.
3) Bukan badan hukum, seperti firma, Commanditaire
Vennootschapy (CV).
b) Para Pihak yang Memberikan Kuasa Kepada Orang lain
Berkaitan dengan pihak yang memberikan kuasa kepada
orang lain, yang perlu diperhatikan adalah Pasal 1795
KUHPerdata, yaitu surat kuasa ke pengadilan harus bersifat
khusus dan bermaterai. Surat kuasa tersebut harus memenuhi
ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 6
Tahun 1996 tentang Surat Kuasa Khusus, jo Putusan MA RI
No 51K/Pdt/1991 dan memeperhatikan Undang-Undang No 18
Tahun 2003 tentang Advokat, kemudian Keputusan Ketua
Mahakamah Agung RI No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang
Penyumpahan Advokat. Sehingga dengan ketentuan tersebut
advokat yang menerima kuasa dari para pihak, dapat menjadi
kuasa dari pemberi kuasa.
c) Perlindungan Konsumen
Dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 8 Tahun
1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, jo Peraturan
Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan
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dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pihak yang
dapat mengajukan gugatan sebagai berikut :
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang
bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan
yang sama; dan
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
meliputi badan hukum, anggaran dasarnya menyebutkan
tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen dan
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
d) Gugatan Class Action
Gugatan Class Action adalah gugatan yang berisi
tentang tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh
satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil
kelompok (class representative). Dalam ketentuan PERMA No
1 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa Class Action adalah
suatu cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok, yang
mana orang tersebut bertindak mewakili kelompok untuk diri
sendiri maupun kelompoknya.
Gugatan Class Action ini harus memenuhi beberapa
yuridis formal, meliputi terdapat kesamaan kepentingan,
adanya kesamaan penderitaan dan yang dituntut harus
memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.
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Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam
perkara sengketa wakaf, zakat dan sedekah serta perkara yang
disebabkan karena adanya keberatan dari konsumen atas
produk dari bisnis syariah.
2) Secara Non litigasi
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi
merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan
dengan harapan sengketa tersebut dapat diselesaikan dan
memberikan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka
mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, sehingga dengan
adanya penyelsaian non litigasi diharapkan bisa memperoleh jalan
keluar yang saling menguntungkan. Berikut jenis atau bentuk
penyelesaian sengketa secara non litigasi;47
a) Alternatif penyelesaian sengketa (APS), adalah forum
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase, Sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga APS
ini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang
bersifat koperatif. Secara garis besar alternatif penyelesaian
sengketa ini terdiri atas beberapa jenis;
1. Musyawarah, adalah proses saling mendengarkan dengan
sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang
47 Imam Jauhari, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam (Medan:
Pustaka Bangsa Press, 2009), 23.
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didasarkan atas kesukarelaan antara para pihak. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Undang-
Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Mediasi, adalah penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan para pihak dengan dibantu oleh
mediator/perantara. Pelaksanaan tersebut bisa dilakukan
dengan cara litigasi maupun non litigasi, hal tersebut
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (7) PERMA No 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Proses mediasi terdapat lima tahapan yang mesti dipenuhi,
diantaranya sepakat untuk menempuh proses mediasi,
memahami masalah-masalah, mencapai kesepakatan,
melaksanakan kesepakatan dan membangkitkan pilihan-
pilihan pemecah masalah.
3. Konsultasi, adalah suatu tindakan bersifat personal antara
suatu pihak (klien) dan pihak lain yang merupakan
konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran
kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhan klien. Sehingga konsultan hanya memberikan
pendapat (hukum) sebagaimana diminta klien, dan
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selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa
tersebut dikembalikan kepada para pihak.
Berdasar pada ketentuan Pasal 23 PERMA No 1
Tahun 2008, atas persetujuan para pihak kesepakatan
perdamaian tersebut dapat dimintakan pengukuhan ke
pengadilan yang kemudian hakim dapat mengukuhkan
kesepakatan perdamaian.
4. Negosiasi, adalah proses penyelesaian sengketa antara dua
orang atau lebih untuk melakukan kompromi atau tawar-
menawar terhadap kepentingan penyelesaian sengketa
dalam mencapai kesepakatan. Maka para pihak membuat
kesepakatan secara tertulis atau akta perdamaian yang
ditanda tangani oleh para pihak yang bersengketa dan
kemudian didaftarkan ke pengadilan dengan tenggang
waktu 30 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2),
(6) da (7) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelsaian Sengketa.
5. Konsiliasi, adalah proses perdamaian dengan
menggunakan bantuan pihak ketiga dengan
mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih
dengan tujuan perdamaian. Hasil kesepakatan para pihak
melalui konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan
ditandatangani secara bersama kemudian didaftarkan ke
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Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat
(2) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan
batas waktu 14 hari.
6. Penilaian Ahli, suatu upaya untuk mempertemukan pihak
yang bersengketa dengan cara menilai pokok sengketa,
yang dilakukan oleh seorang atau beberapa ahli dibidang
terkait sengketa tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 6
angka (2) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
menyatakan bahwa hasil kesepakatan tersebut dituangkan
dalam dalam surat tertulis  yang digolongkan pada akta
perdamaian.
b) Arbitrase, menurut Abdul kadir Muhammad mendefinisikan
arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan
peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan,
arbitrase merupakan peradilan yang dipilih dan ditentukan
sendri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha
bersengketa.
Sedangkan objek penyelesaian sengketa dengan arbitrase
hanyalah sengketa di bidang perdagangan yang meliputi,
perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri
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dan hak milik intelektual. Kemudian mengenai segi bentuk
lembaga arbitrase di Indonesia terdiri dari dua bentuk :
1) Arbitrase Internasional, yaitu lembaga atau badan arbitrase
yang bersifat permanen, terdapat tiga jenis abitrase
internasional ini, antara lain Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kadin, 3 Desember
1977, Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)
yang diubah dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas) tahun 2002, dan Badan Arbitrase Pasal Modal
Indonesia (BAPMI).
2) Arbitrase ad hoc/ arbitrase volunter, adalah badan
arbitrase yang tidak permanen karena badan arbitrase ini
dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa
sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 615 Rv yang menyatakan bahwa arbitrase ad hoc
adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk
menyelesaikan sengketa tertentu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka sengketa yang




5. Mekanisme Pengajuan Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah
dengan Acara Sederhana.
Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan
diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syariah, dengan rangkain tahapan
penyelesiannya sebagai berikut :48
a. Pendaftaran
Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan
pengadilan dan dapat juga dengan cara mengisi gugatan berupa
blanko yang sudah disiapkan di kepaniteraan serta wajib
melampirkan bukti-bukti surat, yang pada substansi blanko
tersebut adalah :
1) Identitas Penggugat dan Tergugat;
2) Penjelasan ringkas tentang duduk perkara; dan
3) Tuntutan Penggugat.
b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran
gugatan sederhana, sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA
No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana, kemudian mencatatnya dalam buku register  khusus
gugatan sederhana.




c. Ketua menetapkan Panjar Biaya Perkara
Ketua menetapkan panjar biaya perkara dan
memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya
perkara yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar
(SKUM) melalui Bank. Bagi Penggugat yang tidak mampu dapat
mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo,
kemudian ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk
memeriksa gugatan sederhana paling lambat dua hari untuk
menetapkan majlis hakim dari ketua pengadilan.
d. Pemeriksaan Pendahuluan
Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang
diperintahkan menyelesaikan perkara aquo, terlebih dahulu hakim
harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar
berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA No 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA No 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
yang menyatakan bahwa hakim menetapkan hari sidang pertama
dan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak hadir di
persidangan dengan jarak waktu pemanggilan dalam gugatan




f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan
perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu penyelesaian
gugatan sederhana, yaitu paling lama 25 hari kerja sejak sidang
pertama. Berkaitan dengan akta perdamaian, hakim
mempersiapkan akta perdamaian yang bentuknya sebagai berikut :
1) Hari dan tanggal perdamaian dilakukan;
2) Identitas para pihak;
3) Kesepakatan yang dicapai;
4) Tanda tangan para pihak yang berdamai.
g. Hakim Wajib Berperan Aktif
Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib
berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan
dihadir para pihak, peran tersebut tiada lain bertujuan untuk
memperlancar pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi
syariah dengan gugatan sederhana. Dalam peran aktifnya, hakim
dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut :
1) Memberikan penjelasan megenai gugatan sederhana secara
berimbang kepada para pihak;
2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk
menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian
di luar persidangan; dan
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3) Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan
upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
h. Pembuktian
Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan
kejelasan perkara kepada hakim agar dapat dinilai apakah
masalah yang dialami penggugat dapat ditindak secara hukum.
Menurut Sudikno Mertokusomo menjelaskan pembuktian
dengan tiga pengertian, yaitu ;
1) Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang
dikenal dalam ilmu pengetahuan yang memungkinkan
adanya pembuktian bersifat mutlak.
2) Dikenal dengan konvensional, artinya membuktikan yang
juga memberikan kepastian, tetapi bukan kepastian yang
bersifat mutlak, melainkan kepastian yang nisbi dan relatif.
Alat bukti merupakan segala sesuatu yang menurut
undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu. Dalam
ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, menjelaskan macam-
macam alat bukti :49
a) Bukti tulisan;








Terhadap sengketa ekonomi syariah dengan gugatan
sederhana, pembuktian hanya sebatas bukti-bukti yang
disampaikan saat penggugat menyampaikan gugatan di
kepaniteraan. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-
Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, para banyak yang menggunakan bantuan elektronik
untuk melakukan transaksi ekonomi syariah.
i. Putusan
Hakim tunggal harus mempertimbangkan terlebih
dahulu alasan gugatan yang diajukan termasuk kategori
gugatan sederhana, dengan segala pertimbangan yang
dilakukan oleh majlis hakim segala putusan dan penetapan
pengadilan dalam bidang ekonomi syariah harus memuat
alasan dan dasar putusan yang memuat prinsip-prinsip syariah
dan dalil-dalil dari kitab fikih untuk dijadikan dasar mengadili
dan memutus perkara. Apabila salah satu pihak tidak hadir,
maka dalam hal ini juru sita meyampaikan pemberitahuan
putusan paling lambat 2 hari kerja setelah putusan diucapkan.
j. Upaya Hukum
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana
adalah dengan mengajuakan keberatan kepada ketua
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan
menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan
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kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan
pula. Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling
lambat 7 hari kerja setelah pemberitahuan putusan.
k. Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan
Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan
berkas keberatan yang disertai dengan memori keberatan yang
bisa dalam bentuk alasan-alasan yang dituangkan dalam akta
keberatan. Setalah berkas diterima oleh pengadilan, akan
disampaikan kepada termohon keberatan dalam tenggang
waktu 3 hari kerja sejak berkas diterima.
l. Pemeriksaan Keberatan
Permohoan keberatan dinyatakan lengkap dalam waktu
paling lambat 1 hari kerja, setalah itu ketua Pengadilan Agama
menetapkan majlis hakim untuk memeriksa, memutus
permohonan dan didampingi oleh hakim senior yang ditunjuk
oleh Pengadilan Agama.
Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar pada
putusan, dan berkas keberatan disertai memori kontra dan
memori keberatan serta tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.
Untuk pemeriksaan keberatan ini, majlis hakim hanya diberi




Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,
maka putusan dilaksanakan secara sukarela dan apabila tidak
bersedia secara sukarela, maka berdasarkan ketentuan Pasal
225 HIR, jo 259 RBg, yang berbunyi :50
“Jika seseorang yang dihukum untuk mengadili suaru
perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah
ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat
keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan
dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan
dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang
yang harus ia kemukakan”.
6. Wanprestasi dan Akibat Hukum dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES)
Kontruksi wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah, tidak
jauh beda dengan wanprestasi dalam lapangan perdata secara umum,
hanya yang membedakan adalah kegiatan yang terjadi di lapangan
ekonomi syariah. Menurut KHES, pihak dalam perjanjian dianggap
melakukan ingkar janji, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya ;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya ;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.51
Pada prinsipnya, apabila pihak-pihak yang tidak melaksanakan
atas perjanjian yang disepakati, maka pihak dalam akad yang merasa
50 Mujahidi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia, 89.
51 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pasal 36 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES, 2011), 20.
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dirugikan akibat tidak terpenuhinya prestasi akan dikenakan beberapa
akibat hukum, diantaranya ;
a. Membayar ganti rugi ;
b. Membatalkan akad ;
c. Peralihan resiko ;
d. Denda; atau
e. Membayar perkara.52






Metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan penyelidikan
dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk
mendapatkana kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat
dipertanggung jawabkan.53 Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan
untuk memperoleh data yang obyektif serta otentik, maka dalam penelitian ini
peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :
B. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenisi penelitian yang digunakan penulis adalah
menggunakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library
research). Menurut soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataua
data sekunder belaka. Penelitian normatif sendiri mencakup penelitian
terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian
terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan
sejarah hukum.
Penelitian normartif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada
penelitian hukum acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis
dalam perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai




kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang
dianggap layak atau pantas.
Penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.
Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka, atau data yang terdiri dari bahan primer, bahan
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun
secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalalm
hubungannya dengan masalah yang diteliti.54
C. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode
penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu, pendekatan
perundang-undangan (statue appoach), pendekatan konseptual (conseptual
appoach), dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan
oleh peneliti karena menempatkan undang-undang sebagai sumber data dalam
penelitian. Serta penelitian ini tidak lepas dari undang-undang yang
mempunyai kesesuaian dengan judul penelitian.
Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Penggunaan
pendekatan tersebut guna memaparkan konsep-konsep maupun teori-teori
yang menunjang terkait penelitian yang akan dilakukan. Seperti konsep
pembiayaan murabahah serta tentang putusan Pengadilan Agama Situbondo
dan lain sebagainya. Pendekatan terakhir adalah pendekatan kasus, penulis




hendak memberikan paparan kasus yang ada kaitannya dengan judul
penelitian serta penyelesaiannya yang menggunakan Putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
D. Sumber Bahan Hukum
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.
Sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum
sekunder.55 Antara lain :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang
bersifat autoriatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.56 Adapun
Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
a. Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit;
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
f. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah;
55 Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 16.




g. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005
Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak
Mampu Membayar.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder atau data sekunder ialah bahan yang
memberikan pejelasan mengenai bahan hukum primer.57 Bahan hukum
ini merupakan bahan-bahan resmi yang bisa bisa dipertanggung
jawabkan keasliannya. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan
antara lain :
a. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal,
artikel dan majalah yang membahas tentang Putusan Pengadilan
Agama;
b. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal,
artikel dan majalah yang membahas tentang Perbankan Syariah;
c. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal,
artikel dan majalah yang membahas tentang perjanjian murabahah.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang terdiri dari :
a. Kamus Hukum;
b. Kamus Besar Bahasa Iindonesia (KBBI);
57 Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 31.
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c. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan
diteliti oleh penulis.
E. Tekhnik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.58 Adapun
tekhnik-tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya
menomental dari seseorang. Adapun naskah atau dokumen yang dikumpulkan
terkait penelitian ini, antara lain :
1. Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang
Penyelesian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.




Pengolahan dan analisa data pada dasarnya tergantung pada jenis
datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder
saja yang terdir dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier, maka da;am mengolah dan menagnalisa bahan hukum tersebut
tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalalm ilmu
hukum.
Analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode
deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja
penunjang. Analisa terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan
sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis
normatif adalah : 59
1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data
hukum positif tertulis;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum;
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.
G. Tahap-tahap Penelitian
Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan,
diantaranya :60
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
59 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 163.
60 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.
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2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai
relevansi danjuga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumetasi yang menjawab isu
hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
didalam kesimpulan.
Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu
yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma
hukum.
Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur dan
ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.
Oleh karenanya, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap
penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademisi.61





A. Duduk Perkara Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di
BPRS Situbondo pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo No:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
1. Asal-usul Wanprestasi
Pada tanggal 19 April 2018 Tergugat mengajukan pembiayaan akad
murabahah ke Bank BPRS, untuk selanjutnya disebut Penggugat, atas
sebuah mobil. Atas pengajuan pembiayaan dari Tergugat, maka para pihak
(Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk menandatangani Akad
Murabahah nomor : 01. 101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 pada hari
Kamis, tanggal 30 Mei 2018 dengan isi perjanjian sebagai berikut :
plafond awal Rp. 80.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp.
80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp. 160.640.000,- dengan
jangka waktu penyelesaian selama 8 tahun (96 bulan) angsuran perbulan
sebesar Rp. 1.673.333,-.62
Dalam akad murabahah tersebut, Pihak Tergugat sepakat
menggunakan BPKB Mobil sebagai agunan atas akad Murabahah diatas
dengan rincian sebagai berikut :
Sebuah kendaraan : MOB.PENUMPANG, Merk/Type: TOYOTA
AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder: 1298 cc,
No.Rangka: MKHM1B43JCK01832, No.Mesin: DK14283, No.Reg:
62 Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo No: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 2.
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Hitam Metalik, bpkb a/n: ARIYANTO, Alamat di BPKB: DSN, Grojokan
RT.03/01 DS. Karangbong KEC. Pajarakan Probolinggo. Yang
selanjutnya disebut sebagai Obyek Agunan.
2. Duduk Perkara Penyebab Wanprestasi
Setelah ditandatangani Akad Murabahah, Tergugat hanya
membayar angsuran pembiayaan selama 8 kali (Rp. 16.734.000) dari jeda
waktu angsuran selama 8 tahun (96 bulan). Maka pihak Pengugat pun
melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut,
namun pihak Tergugat juga masih belum memenuhi kewajibannya untuk
membayar angsuran sesuai perjanjian yang sudah disepakati bersama. 63
Dalam upaya melakukan penagihan atas keterlambatan
pembayaran, pihak Penggugat pun telah melakukan upaya prosedural
dengan menerbitkan surat-surat peringatan yaitu :64
Surat Peringatan Pertama No : 279//LG/BPRS-STB/X/2018
Surat Peringatan Kedua No : 90/LG/BPRS-STB/III/2019
Surat Peringatan Ketiga No : 200/LG/BPRS-STB/VII/2019
Surat Peringatan Keempat No : 260/LG/BPRS-STB/VIII/2019
Setelah surat peringatan diberikan ke Tergugat, Penggugat
memberikan kelonggran dalam hal waktu pelunasan, namun juga tidak ada
itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaiakan tunggakan/penyelesaian
sisa kewajiban. Sehingga, dalam Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama
63 Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo No: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 3.
64 Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo No: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 4.
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Tergugat sampai dengan bulan September, sisa yang harus diselesaikan
oleh Tergugat sebesar :
Sisa Pokok : 71.666.000,-
Margin Belum Terbayar : 72.240.000,-
Denda Keterlambatan :   3.640.000,-
Biaya Lelang : 10.000.000,-+
Total Kewajiban : 157.546.000
3. Pengajuan Perkara
Maka atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat,
maka dalam hal ini Penggugat lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan
Agama Situbondo pada tanggal 19 September 2019, untuk menyelesaikan
sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang telah mendapatkan nomor
register perkara : 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, dengan petitum :65
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji
kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada
Penggugat sejumlah yang telah diuraikan diatas;
4. Menyatakan bahwa obyek agunan secara sah dapat dijual baik secara
sukarela maupun melalui proses lelang umum Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak
65 Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo No: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 5.
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bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah
yang telah diuraikan tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat.
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Racio Decidendi) dalam
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Murabahah di
BPRS Situbondo dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
1. Pertimbangan menggunakan Perundang-undangan
a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
Kedua undang-undang tersebut, oleh majlis hakim digunakan
sebagai dasar pertimbangan hukum hakim untuk memeriksa terkait
kewenangan pengadilan menerima, memeriksa dan memutus perkara
yang diajukan oleh Penggugat atas perkara yang diajukan. Penggunaan
undang-undang oleh majlis hakim mengacu pada Pasal 49 Undang-
Undang No 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 55 ayat
(2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
yang berbunyi :
“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.
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Dasar pertimbangan hukum hakim tersebut, telah jelas, bahwa
perkara yang masuk menjadi wewenang absolut dan relatif Pengadilan
Agama, yakni Pengadilan Agama Situbondo.66
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
Penggunaan undang-undang ini sebagai dasar pertimbangan
hukum hakim mengenai legal standing dalam perkara aquo. Sehingga
majlis hakim menggunakan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 1
Tahun Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa:
“Direksi adalah perseroan yang bertanggungjawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
Pengadilan sesuai dengan ketetnuan Anggaran Dasar”.
c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Tentang tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan demi
hukum Para Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian yang
disepakati dengan Penggugat. Majlis hakim menggunakan undang-
undang tersebut untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah nyata
secara normatif melakukan perbuatan wanprestasi atau telah lalai atas
perjanjian yang disepakati dengan Penggugat, dasar hukum yang
digunakan majlis hakim untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut
mengacu Pasal 36, 37 KHES, jo 1238 KUHPerdata. Sehingga dengan
66 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 7.
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
60
menggunakan dasar hukum tersebut, telah nyata bahwa Para Tergugat
melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji.67
d) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
1) Undang-undang ini digunakan oleh majlis hakim sebagai
pemeriksaan perkara bagi Para Tergugat yang hanya hadir pada
sidang kedua dan sidang selanjutnya tidak hadir di persidangan
meski telah diperintahkan untuk hadir di persidangan. Majlis
hakim mengacu pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang
berbunyi :
“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan
diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap
mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka
gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek) kecuali
kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan
itu melawan hak atau tidak beralasan”.68
Mengacu pada pasal tersebut, majlis hakim dapat
melanjutkan dan memutus diluar hadirnya Para Tergugat dan dapat
megabulkan gugatan Penggugat sepanjang berdasarkan hukum,
berasalan dan dibuktikan dengan dalil gugatannya.
2) Majlis hakim menggunakan undang-undang tersebut sebagai
pertimbangan bahwa hukum telah megatur tentang sebuah prinsip
siapapun berhak untuk mengklaim suatu hak tertentu. Sehingga
majlis hakim mengacu pada Pasal 163 HIR yang dijadikan dasar,
yang berbunyi :69
67 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 11-12.
68 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 9.
69 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 11.
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“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau
untuk memberikan hak orang lain, maka orang itu harus
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.
3) Tuntutan agar pengadilan menghukum Para Tergugat membayar
semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian pembiayaan
ini, maka majlis hakim menggunakan undang-undang untuk
meghukum Para Tergugat karena pihak yang kalah dalam perkara
ini. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim megacu pada Pasal
118 HIR yang menjelaskan bahwa pihak yang kalah dalam perkara,
dibebankan semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut.70
e) Pertimbangan menggunakan Hukum Islam
ٍز َجائٍِز اِْن َكاَن لِ  ةٍ َواْلقََضاُء َعلَى َغائٍِب َعِن اْلبَلَِد أَْوَعِن اْلَمْجلِِس بِتََواٍر أَْو تََعزُّ ُمدَِّع ُحجَّ
(سیّد ابو بكر بن محّمد شطى)
Artinya : “Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah
Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan
sebab tawari atau ta’azuz adalah boleh apabila Penggugat
mempunyai hujjah/bukti”.71
Dalil ini, oleh majlis hakim digunakan sebagai dasar yang
menyatakan bahwa Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun
sudah diperintahkan hadir oleh majlis hakim. Sehingga berdasarkan
dalil tersebut majlis hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dan
diputus diluar hadirnya Para Tergugat.
70 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 15.
71 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 10.
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f) Pertimbangan menggunakan Fatwa DSN-MUI
Dalam pertimbangan hakim, majlis hakim mempertimbangkan
terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa akibat tidak
dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat telah menimbulkan
keterlambatan, sehingga Penggugat meminta kepada Para Tegugat
untuk membayar denda keterlambatan sebasar Rp. 3.640.000,- (tiga
juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dasar pertimbangan hukum
hakim mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor : 17/DSN-
MUI/IX/2000 yang pada penjelasannya dibolehkan menetapkan sanksi
barupa denda (ta’zir), dalam hal ini sejumlah uang yang besarnya
ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad
ditandatangani.72
g) Pertimbangan menggunakan keterangan alat bukti
Hakim dalam memutuskan perkara tersebut beracuan pada
bukti-bukti yang diajukan Penggugat diawal, berupa ;73
P.2 merupakan bukti Akad Murabahah Nomor
01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 yang dikeluarkan pada
tanggal 30 Mei 2018 oleh PT. BPRS Situbondo bermateri.
P.3 merupakan bukti riwayat pembiayaan atas nama Haidiyono
Putra tertanggal 30 Mei 2019. P.4 merupakan bukti obyek aguanan
dari Para Tergugat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
MOB. Penumpang, Merk/Type : Toyota Avanza 1.3G M/T Tahun
72 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 13.
73 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 12.
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Pembelian 2012, Isi Selinder : 1298 cc, No. Rangka :
MHKM1B43JCK01832, No. Mesin : DK14283, No. Reg :
PRB0225376, No. Polisi N 1806 NL, No. BPKB : 1-06732066,
Warna: Hitam Metalik, a.n. Ariyanto di Dsn Grojokan RT 03/RW 01
Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo, yang
dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27 Januari
2012.
P.5 sampai P.9 merupakan bukti yang diberikan Penggugat
kepada Para Tergugat berupa Surat Peringatan agar melaksanakan
kewajibannya/angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
bukti-buki tersebut, antara lain ;
1) Peringatan  I Peyelesaian Tunggakan Angsuran tanggal 24 Oktober
2018 yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syahriah
(BPRS) Situbondo Nomor 279/LG/BPRS-STB/X/2018;
2) Peringatan II Penyelesaian Tunggakan Angsuran tanggal 18 Maret
2019  yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syahriah
(BPRS) Situbondo Nomor 90/LG/BPRS-STB/III/2019;
3) Peringatan III Penyelesaian Tunggakan Angsuran tanggal 8 Juli
2019 yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syahriah
(BPRS) Situbondo Nomor 200/LG/BPRS-STB/VII/2019;
4) Peringatan IV Penyelesaian Tunggakan Angsuran tanggal 8
Agustus 2019  yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Situbondo Nomor 260/LG/BPRS-STB/VIII/2019.
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h) Tujuan dari Gugatan
Tujuan dari gugatan yang diajukan dari Penggugat, bahwa
Penggugat ingin menyelesaikan perkara atas perbuatan
wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap
perjanjian yang telah disepakati yakni akad/perjanjian murabahah
nomor : 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 dengan
pembiayaan Rp. 80.000.000,- dengan margin sampai tempo sebesar
Rp. 80.640.000,- keseluruhan berjumlah Rp. 160.640.000,- dengan
angsuran perbulan Rp. 1.673.333,- selama 8 tahun (96 bulan). Setalah
perjanjian tersebut disepakati oleh dua belah pihak, Para Tergugat
sanggup membayar angsuran tiap bulannya secara rutin dan tepat
waktu hingga jatuh tempo. Namun, Para Tergugat tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian diawal yang selalu mengulur
waktu dalam angsuran meski sudah empat kali Para Tergugat
mendapat peringatan dari Penggugat.
Akhirnya, Penggugat melanjutkan niatnya untuk menggugat
Para Tergugat ke pengadilan guna memeriksa, memutus perkara yang
menghukum Para Tergugat secara normatif melakukan wanprestasi
dengan mengajukan bukti-bukti. Sehingga dalam perkara ini Para
Tergugat telah melanggar terhadap perjanjian yang terkumpul dalam
Pasal 8 pada saat perjanjian disepakati yaitu wanprestasi/ingkarjanji,
antara lain bunyi pasal tersebut ;
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a) Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat
(kreditur) dan Para Tergugat (debitur/nasabah);
b) Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan,
tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang
harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
c) Adanya batas waktu yang telah disepakati;
d) Ada pihak yang telah melanggar atau tidak melakukan
kewajibannya/prestasi yang telah disepakati.
Berdasarkan tindakan wanprestasi/ingkar janji dari Para
Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar
menghukum Para Tergugat membayar semua sisa kewajibannya atas
perjanjian sejumlah Rp. 157.546.000,- (seratus lima puluh juta lima
ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian, Rp. 143.906.000
(seratus empat puluh tiga sembilan ratus enam ribu rupiah) total
kerugian yang diderita Penggugat, sisa kerugian tersebut merupakan
jumlah pembiayaan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
yang sebelumnya Para Tergugat pernah membayar angsuran selama 8
(delapan) kali sejumlah Rp. 16.734.000, sedang Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) merupakan biaya lelang obyek agunan.
Kemudian, Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah) merupakan sanksi yang diberikan Penggugat kepada Para
Tergugat karena akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian yang
menimbulkan keterlambatan dalam angsuran.
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Lebih lanjut, pada tujuan gugatan Penggugat agar pengadilan
menyatakan secara sah dan dapat dijual secara sukarela maupun
melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) jember jikalau Para Tergugat tidak bisa
membayar semua sisa kewajibannya kepada Penggugat. Terkait barang
yang dijadikan jaminan dalam perjanjian ini adalah sebuah kendaraan
bemotor roda empat merk Kendaraan Bermotor roda empat merk
Kendaraan Bermotor MOB. Penumpang, Merk/Type : Toyota Avanza
1.3G M/T Tahun Pembelian 2012, Isi Selinder : 1298 cc, No. Rangka :
MHKM1B43JCK01832, No. Mesin : DK14283, No. Reg :
PRB0225376, No. Polisi N 1806 NL, No. BPKB : 1-06732066,
Warna: Hitam Metalik, a.n. Ariyanto di Dsn Grojokan RT 03/RW 01
Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo.
Didalam gugatan Penggugat, tercantum sebuah tuntutan agar
pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam
perjanjian ini. Sehingga dengan adanya tuntutan tersebut majlis hakim




a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan
wanprestasi/cidera janji;
c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban
ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sejumlah Rp.
147.546.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat
puluh enam ribu rupiah) secara tunai, dan apabila Para Tergugat
lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat
dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang ke kantor
Pengadilan Agama Situbondo atas barang jaminan berupa Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) MOB. Penumpang,
Merk/Type : Toyota Avanza 1.3G M/T Tahun Pembelian 2012, Isi
Selinder : 1298 cc, No. Rangka : MHKM1B43JCK01832, No.
Mesin : DK14283, No. Reg : PRB0225376, No. Polisi N 1806 NL,
No. BPKB : 1-06732066, Warna: Hitam Metalik, a.n. Ariyanto di
Dsn Grojokan RT 03/RW 01 Desa Karangbong Kecamatan
Pejarakan Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort
Probolinggo tanggal 27 Januari 2012;
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d. Menyatakan tidak dapat dapat diterima untuk selebihnya;
e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.
441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).74
1. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Racio Decidendi) pada
Putusan Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
Dalam proses menyelesaikan perkara atau mengadili perkara,
seorang hakim harus dapat meyelesaikan secara objektif berdasarkan
hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan termasuk
dalam hal ini sengketa ekonomi syariah, hakim akan dihadapkan pada
tugas untuk menilai bukti-bukti yang diajukan kepada majlis hakim yang
kemudian akan mendapatkan keyakinann dari hati nuraninya.75
Pengambilan keputusan oleh hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang
relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum
putusan tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada
dalam persidangan akan dijadikan sebuah landasan/dasar untuk
menyelesaikan perkara/kasus yang sedang dalam proses persidangan.
Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah
melakukan serangkaian penemuan hukum atas penafsiran hukum dalam
rangka pembentukan hukum yang berpeganng teguh pada dua asas.
Pertama, asas menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkret di
persidangan. Kedua, hakim dapat menambah undang-undang apabila itu
74 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 15-16.
75 Firman Floranta Adonara, “Prinisp Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat
Konstitus”, Jurnal Konstitusi, 2 (Juni, 2015), 2019.
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diperlukan. Dalam proses tersebut, seorang hakim tidak boleh memihak
pada salah satu pihak kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.76
Dalam sebuah analisa pertimbangan hukum hakim, penulis akan
memberikan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan
perkara sengketa wanprestasi/ingkar janji perjanjian murabahah, putusan
Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, dengan
teori penafsiran sistematis, teori asas hukum, teori maslahah dan teori
pembuktian.
a. Teori Interpretasi/Penafsiran Sistematis
Penafsiran Sistematis adalah sebuah metode yang menafsirkan
undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-
undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari
suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait,
demikian pula antara undang-undang dengan undang-undang yang lain
yang mempunyai hubungan yang sejenis.77
Dengan demikian, penafsiran sistematis merupakan penafsiran
yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu
perundang-undangan yang berkaitan, atau dengan undang-undang lain
serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga bisa
dipahami maksudnya. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam
76 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofid dan Sosiologis (Jakarta: Chandra
Pratama, 2012), 278.




memutuskan Para Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji ialah
Pasal 36 KHES, jo Pasal 1238 KUHPerdata.
b. Teori Asas Lex posteriori derogat lex priori
Asas undang-undang dalam pembahasan teori hukum, salah
satunya dikenal dengan suatu adagium Lex posteriori derogat lex
priori, yang berarti suatu undang-undang yang lebih baru
mengeyampingkan undang-undang yang lama. Hartono Hadisoeprapto
mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa undang-undang
baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur
materi yang sama.78
Apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang,
kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru meskipun
pada undang-undang baru tidak mencabut/meniadakan berlakunya
undang-undang lama itu, sehingga dengan sendirinya undang-undang
lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Misalnya
undang-undang yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum
oleh hakim yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
c. Teori Mashlahah
Mashlahah adalah sebuah cara penemuan hukum islam yang
sejalan dengan tujuan syara’ karena tidak ada dalil tertentu dari syara’
78 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 26.
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yang membenarkan atau menggugurkan tetapi apabila ditetapkan akan
mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Satdjipto Rahardjo
berpendapat bahwa teori maslahah merupakan sebuah hukum untuk
manusia bukan sebaliknya, yakni jika hukum tidak mendatangkan
manfaat bagi manusia maka hukumnya yang dirubah (hukum
progresif).79
Menurut al-khawarizmi teori mashlahah merupakan sebuah
langkah untuk memelihara tujuan hukum Islam dan menolak
kerusakan, sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah
memelihara agama, akhlak, jiwa, harta dan keturunan. Hal ini
sebagaimana ibarat dalam kitab I’anatut thalibin (Juz IV halaman 238)
yang berbunyi.80
ةٍ  ٍز َجائٍِز اِْن َكاَن لُِمدَِّع ُحجَّ َواْلقََضاُء َعلَى َغائٍِب َعِن اْلبَلَِد أَْوَعِن اْلَمْجلِِس بِتََواٍر أَْو تََعزُّ
سیّد ابو بكر بن محّمد شطى)(
Artinya : “Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah
Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan
sebab tawari atau ta’azuz adalah boleh apabila Penggugat
mempunyai hujjah/bukti”.
Dalam pengkajian materi ekonomi syariah, hakim
menggunakan teori ini dalam menentukan kepastian hukum dan
menemukan kebenaran atas peristiwa yang dihadapinya. maslahah
juga merupakan suatu metode berfikir untuk mendapatkan kepastian
hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh
79 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 57.




teks-teks suci syariat ataupun al-ijtima’. Sehingga dengan teori ini
dapat disingkronkan pada kasus yang sedang diperiksa oleh majlis
hakim yang dalam hal ini Para Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan setelah sidang kedua yang mengakibatkan pemeriksaan
perkara tetap dilanjukan diluar hadirnya Para Tergugat.
d. Teori Pembuktian
Dalam hukum pembuktian, R. Subekti mendefiisikan
pembuktian adalah meyakinkah hakim tentang kebenaran dalil-dalil
yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dalil dalam hukum
islam dimaksudkan untuk mendudukkan kebenaran pada kebenaran
materil. sehingga dalam proses pembuktian tersebut dapat membantu
keberlangsungan suatu perkara yang diadili di muka persidangan yang
menghasilkan suatu putusan atau penetapan.81 Pembuktian tersebut
adalah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihadapan majlis
hakim mengenai tindakan Para Tergugat secara normatif melakukan
wanprestasi/ingkar janji. Meliputi, berkas akad murabahah, laporan
riwayat pembiayaan, obyek agunan (BPKB Mobil) dan surat
peringatan (SP I, II, III dan IV).
Dengan demikian, pembuktian sebuah penyajian alat-alat bukti
yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara
untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan.
81 Amir Syam Marsuki, Penerapan Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di
Pengadilan Agama (UIN Alauddin Makasar, 2012), 19.
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Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh
majlis hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian
murabahah ini, penulis setuju dengan hasil keputusan majlis hakim
dalam memberikan keputusannya kepada Para Tergugat yang
dinyatakan secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi, dimana
Para Tergugat pernah melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi
tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
C. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Miladiyah/22 Safar 1441
Hijriyah, perkara sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi pembiayaan
murabahah di Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor perkara
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit telah diputus oleh Hakim Tunggal yaitu Drs. Usman
Ismail Kalihu, S.H., M.H dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh
Panitera H. Sofyan Affandi, S.H., M.H dengan putusan terhadap ;
1. Penggugat
Majlis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, karena
sebagian gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan oleh majlis hakim
yaitu mengenai tuntutan biaya lelang Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
karena menurut majlis hakim menambahkan biaya lelang tersebut
berlebihan dan menurut majlis hakim masih belum waktunya untuk
dituntut (premature) mengingat lelang belum dilaksankan dan biayanya
pun akan diketahui pada saat pengajuan lelang.
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Majlis hakim menyatakan tidak dapat menerima selebihnya
didalam putusannya, karena terdapat tuntutan Penggugat mengenai proses
lelang obyek agunan bila Para Tergugat tidak bisa membayar semua sisa
kewajibannya, dalam pertimbangan majlis hakim permohonan sita
eksekusi dan lelang ini merupakan pengajuan yang berbeda atau harus
dipisah dengan gugatan yang ada, sehingga kepada Penggugat dapat
mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang  melalui Pengadilan
Agama Situbondo dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan diserahkan
kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang
diperlukan dalam proses lelang dan lainnya.
2. Para Tergugat
Dengan adanya alat bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat
Peringatan (surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III dan
surat peringatan IV) telah terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan
wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian murabahah yang telah disepakati,
tindakan wanprestasi tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 36 KHES,
jo 1238 KHUPerdata, yang berbunyi :
“Debitur dinyatakan Lalai dengan surat peringatan atau dengan
akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri
yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua total
kewajibannya ditambah denda keterlambatan oleh Para Tergugat sejumlah
Rp. 147.546.000 (seraturs empat puluh tujuh lima ratus empat puluh enam
ribu rupiah), nominal tersebut diperoleh setelah proses pemeriksaan oleh
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majlis hakim melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang
awalnya Rp. 157.546.000 (seratus lima puluh tujuh lima ratus empat puluh
enam ribu rupiah) setelah biaya lelang tidak dikabulkan oleh majlis hakim.
Kemudian, apabila Para Tergugat tidak bisa/lalai melaksanakan putusan ini
secara sukarela, maka objek agunan akan di lelang melalui Pengadilan
Agama jikalau Penggugat mengajukan permoohona sita eksekusi dan
lelang objek agunan.
Dalam putusan majlis hakim, Para Tergugat di hukum untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa
wanprestasi perjanjian murabahah ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus
empat puluh satu ribu rupiah) karena kalah dalam perkara, hal tersebut
diperkuat dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang meyatakan ;
(1) Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum
membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian
biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki isteri,
keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki
dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika
dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal;
(2) Pada keputusan sementara dan keputusan yang lain dahulu dari
keputusan penghabisan maka dapatlah keputusan tentang biaya
perkara ditangguhkan sampai pada waktu yang dijatuhkan
keputusan terakhir;
(3) Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan sedang yang
dikalahkan tidak hadir, harus dibayar oleh orang yang
dikalahkan, meskipun ia akan menang perkara sesudah
dimajukan perlawanan atau bandingan, kecuali pada waktu







Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dan berdasarkan rumusan
masalah mengenai penyelesaian sengekat wanprestasi dalam perjanijan
murabahah di BPRS Situbondo pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai
berikut;
1. Bahwa duduk perkara pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor.
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit adalah Penggugat mengajukan gugatannya atas
dasar perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (nasabah) yang
tidak melakukan kewajibannya (angsuran perbulan) Penggugat telah
memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat, namun tidak ada
tanggapan yang serius atau iktikad baik dari Tergugat. Penggugat
mengajukan gugatan ke Ketua Pengadilan Agama Situbondo dengan
gugatan sebagai berikut :
a. Mengabulkan gugatan Penggugatan untuk seluruhnya;
b. Menyatakan demi hakum Para Tergugat melakukan perbuatan
wanprestasi/ingkar janji;
c. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada
Penggugat sejumlah yang telah diuraikan diatas;
d. Menyatakan bahwa obyek agunan secara sah dapat dijual baik secara
sukarela maupun melalui proses lelang umum Kantor Pelayanan
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Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak
bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang
telah diuraikan tersebut diatas;
e. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul terkait
dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat.
2. Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sengketa
wanprestasi perjanjian murabahah pada putusan Pengadilan Agama
Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit adalah sebagai berikut :
a. Pertimbangan hukum hakim dengan undang-undang, diantaranya ;
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. Dengan undang-undang ini digunakan perkara sengketa
ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan
Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo.
2) Majlis hakim memeriksa terlebih dahulu terkait para pihak yang
berhak mengajukan perkara, dengan menggunakan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseoran Terbatas, pihak Penggugat
berhak mengajukan gugatan yang merupakan direksi dari perseroan
tersebut.
3) Majlis hakim dalam memutuskan secara normatif Para Tergugat
melakukan perbuatan wanprestasi/ingkaar janji, maka dengan
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menggunakan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), jo Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) Para Tergugat secara normatif melakukan perbuatan
wanprestasi/ingkar janji.
4) Majlis hakim dalam memutuskan kebolehan menetapkan sanksi
berupa denda kepada Para Tergugat, menggunakan Fatwa DSN-MUI
Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang menetapkan sanksi,
sehingga dengan fatwa tersebut Penggugat boleh memberikan sanksi
berupa denda keterlambatan angsuran Para Tergugat.
b. Pertimbangan menggunakan keterangan alat bukti. Majlis hakim
menggunakan alat bukti tersebut untuk menyatakan Para Tergugat
melakukan wanprestasi/ingkar janji, diantaranya;
1) Surat Peringatan Pertama No : 297/LG/BPRS-STB/X/2018
2) Surat Peringatan Kedua No : 90/LG/BPRS-STB/III/2019
3) Surat Peringatan Ketiga No : 200/LG/BPRS-STB/VII/2019
4) Surat Peringatan Keempat No : 260/LG/BPRS-STB/VIII/2019
Alat bukti tersebut, digunakan oleh majlis hakim yang
meyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji kepada
Penggugat.
3. Akibat hukum keputusan Pengadilan Agama Situbondo dalam
menyelesaikan sengketa wanprestagsi dalam perjanjian murabahah.
Pertama, terhadap Penggugat, bahwa majlis hakim hanya mengabulkan
gugatan Penggugat untuk sebagian, megenai biaya lelang sebesar Rp.
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10.000.000, menurut Majlis Hakim belum waktunya untuk dituntut
mengingat lelang belum dilaksanakan sedang biayanya akan diketahui
ketika lelang dipersidangkan. Selanjutnya mengenai sita eksekusi dan lelang
objek agunan, dimana majlis hakim menganjurkan kepada Penggugat untuk
mengajukan permohonan lelang karena merupakan hal harus dipisah dalam
pengajuannya. Kedua, terhadap Para Tergugat, secara normatif Para
Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janjii atas perjanjian murabah, Para
Tergugat diwajibkan membayar semua sisa kewajiban angsuran kepada
Penggugat sebesar Rp. 147.546.000 (seraturs empat puluh tujuh lima ratus
empat puluh enam ribu rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak bisa
membayar semua sisa kewajiban tersebut, maka Penggugat dapat
mengajukan permohonan lelang atas objek agunan atas nama Para
Tergugat, Para Tergugat dibebankan biaya perkara yang timbul dalam
proses penyelesaian sengketa wanprestasi ini sebesar Rp. 441.000,- (empat
ratus empat puluh satu rupiah), karena Para Tergugat merupakan pihak yang
kalah dalam perkara ini.
B. Saran
Berdasarkan dari perkara wanprestasi perjanjian murabahah pada
putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor. 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit,
penulis menyarankan kepada:
1. Hendaknya kepada Majlis Hakim, hendaknya dalam penggunaan undang-
undang untuk memberikan sebuah putusan dalam pertimbangannya selalu
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
80
memperhatikan terhadap undang-undang yang telah di amandemen serta
selalu berkomitmen memberikan keputusan yang berkeadilan.
2. Hendaknya kepada nasabah, hendaknya dalam melakukan perjanjian
murabahah lebih berhati-hati dan mempunyai rasa tanggungjawab atas
tindakan yang diambil karena perbuatan tersebut menyangkut harga diri
selaku insan pemikir, serta selalu memperhatikan konsep-konsep dasar
dalam prinsip syariah agar terhindar dari tindakan-tindakan menyimpang.
3. Kepada Penggugat, hendaknya dalam melakukan sebuah gugatan lebih
cermat lagi tentang bagaimana prosedur yang seyogyanya dijadikan
tuntutan agar tepat dalam sasaran.
4. Kepada bank syariah, hendaknya selalu memperhatikan terhadap
penggunaan akad, dalah hal ini bidang murabahah agar sesuai dengan
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P U T U S A N 
Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
 
Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara 
gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai 
berikut, dalam perkara antara :  
 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah, yang berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, 
Mimbaan, Panji, Situbondo, yang dalam perkara ini diwakili 
oleh ARIFIN HIDYAT   sebagai Direktur Utama PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, selanjutnya disebut 
sebagai Penggugat ; 
melawan 
HAIDIYONO PUTRA, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat Kp. 
Pandian RT.001 RW.011 Ketowan Arjasa Situbondo, selaku 
Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari’ah Situbondo, 
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 
LIS SETIAWATI, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. 
Pandian RT.001 RW.011 Ketowan Arjasa Situbondo, selaku 
istri Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari’ah Situbondo, 
selaku Istri Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari’ah 
Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 
Untuk selanjutnya Tergugat I  dan Tergugat II dapat disebut Para Tergugat : 
 
Pengadilan Agama tersebut ; 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 
Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan dan memeriksa bukti -
bukti lain di persidangan; 
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TENTANG DUDUK PERKARA 
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2019 
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tercatat dalam 
Register Perkara Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Sit. pada pokoknya 
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 
 
1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : 
INGKAR JANJI 
 
a. Bahwa Akad dibuat pada hari Kamis tanggal 19-04-2018 dengan nomor 
akad : 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018.   
b. Bentuk perjanjian : TERTULIS    
c. Yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling 
mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :  
1. Bahwa Akad Murabahah Nomor  01.101001.6191/MRB/BPRS-
STB/05/2018 ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 30-05-2018, 
dengan plafond awal Rp.80.000.000,-, margin sampai jatuh tempo 
Rp.80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp.160.640.000,- 
dengan jangka waktu penyelesaian selama 8 tahun (96 bulan), dengan 
dengan angsuran per bulan sebesar Rp.1.673.333,-, dengan tujuan 
penggunaan dana untuk pembelian mobil. Untuk. Untuk selanjutnya 
disebut sebagai Akad Pembiayaan.         
2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran 
angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran tiap bulannya secara rutin 
dan tepat waktu hingga akad tersebut jatuh tempo. Sebagai agunan 
Tergugat menyerahkan 1 ( satu ) buah Buku Pemilikan Kendraan 
Bermotor (BPKB) dengan rincian sebagai berikut : 
Sebuah kendaraan : MOB. PENUMPANG, Merk/Type : TOYOTA 
AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder : 1298 cc, No. 
Rangka : MHKM1B43JCK01832, No.Mesin : DK14283, No.Reg. : 
PRB0225376, No.Polisi : N 1806 NL, No. BPKB : l-06732066, Warna : 
HITAM METALIK, bpkb a/n : ARIYANTO, Alamat di BPKB : DSN. 
GROJOKAN RT.03/01 DS. KARANGBONG KEC. PAJARAKAN 
PROBOLINGGO. 
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Agunan. 
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3. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap Akad 
Pembiayaan  pasal 6 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran 
dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Tergugat berjanji melakukan 
pembayaran kewajiban pembiayaan sesuai dengan Jadwal pelunasan yang 
telah ditetapkan dan lunas pada saat jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, 
Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian tersebut (wan 
prestasi / cidera janji) ;   
4. Jumlah kerugian yang diderita :  
PLAFOND  / POKOK (Rp) 
JUMLAH 
MARGIN (Rp) 





Plafond Awal 80.000.000  80.640.000 160.640.000 98 
Telah Dibayar   8.334.000  8.400.000 16.734.000  
Belum 
Dibayar  71.666.000 72.240.000 143.906.000  
 
5. Bahwa berdasakan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, 
sampai dengan bulan September 2019, sisa kewajiban yang harus 
diselesaikan oleh Tergugat sebesar : 
Sisa Pokok                           :  71.666.000,- 
Margin Belum Terbayar      :  72.240.000,- 
Denda Keterlambatan         :    3.640.000,- 
Biaya lelang dsb                  :  10.000.000,- + 
Total Kewajiban & Biaya    : 157.546.000,- 
6. Bahwa Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran 
(menunggak angsuran). Pihak Penggugat telah melakukan penagihan 
terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran 
namun Tergugat belum memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai 
perjanjian. Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera 
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menyelesaikan sisa kewajiban dengan cara prosedural penerbitan surat-surat 
peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III 
dan Surat Peringatan IV) semua upaya dari Penggugat tersebut tidak 
mendapatkan perhatian dari Tergugat dan tidak ada penyelesaian secara 
keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat. 
7. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun 
penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad dari 
Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan / penyelesaian sisa kewajiban. 
Dengan bukti-bukti sebagai berikut :  
Bukti Surat : 
P.1 Fotocopy akad pembiayaan No : 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018; 
P.2 Fotocopy BPKB no. BPKB : I-06732066, a/n : ARIYANTO 
P.3 Print out  laporan riwayat pembiayaan an. Haidiyono Putra plafond Rp. 
80.000.000,- 
P.4  Fotocopy Surat – Surat Peringatan  : 
P.4.a Surat Peringatan Pertama No : 279/LG/BPRS-STB/X/2018                                           
P.4.b Surat Peringatan Kedua No : 90/LG/BPRS-STB/III/2019 
 P.4.c Surat Peringatan Ketiga No : 200/LG/BPRS-STB/VII/2019 
           P.4.c Surat Peringatan Keempat No : 260/LG/BPRS-STB/VIII/2019 
 
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. 
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil  
para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu 
guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus 
dengan amar putusan sebagai berikut :  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada 
Penggugat; 
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada 
Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas; 
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4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela 
maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember apabila Tergugat tidak bisa  membayar 
semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan 
tersebut di atas; 
5. Menghukum  Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait 
dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat. 
 
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya. 
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri  
menghadap di persidangan, sedangkan  Para Tergugat hadir pada sidang yang 
kedua dan pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh 
orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun pada sidang tanggal 07 
Oktober 2019, Para Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan 
tanpa relaas pemanggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para 
Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak 
melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan diluar hadirnya 
Para Tergugat ; 
Bahwa Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada pihak-pihak yang 
berperkara agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat berupaya menyelesaikan 
permasalahannya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak 
berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk 
umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap 
dipertahankan oleh  Penggugat; 
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 
melampirkan bukti-bukti surat berupa: 
1. Fotokopi Salainan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, 
yang deikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lukman 
Hakim Gusti, SH. Nomor 58, tertanggal 29 April 2019, sesuai dengan aslinya 
dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1; 
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2. Fotokopi Akad Murabahah Nomor 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 
tanggal 30-05-2018 yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Situbondo PT. BPRS 
Situbondo, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh 
Hakim diberi kode P.2; 
3  Foto copy print out laporan riwayat pembiayaan an. HAIDIYONO PUTRA, 
tertanggal 30- 05 – 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, 
kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;  
4.   Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Ariyanto Dsn Grojokan  
RT.03 / RW.01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo, yang 
dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27-01-2012, sesuai 
dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode 
P.4; 
5.   Fotokopi Peringatan Penyelesaian Tunggakan Angsuran yang dikeluarkan oleh 
Bank Syari'ah Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 279/LG/BPRS-
STB/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan telah 
bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5; 
6.  Fotokopi Panggilan Kedua Peringatan P nyelesaian Tunggakan Angsuran yang 
dikeluarkan oleh BPR Syari'ah Situbondo Nomor 279/LG/BPRS-STB/X/2018 
tanggal 24 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, 
kemudian oleh Hakim diberi kode P.6; 
7.  Fotokopi Peringatan II Penyelesaian Tunggakan Angsuran (Hutang), yang 
dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 
90/LG/BPRS-STB/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, sesuai dengan aslinya dan 
telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode P.7; 
8.  Fotokopi Peringatan III Penyelesaian Tunggakan Angsuran, yang dikeluarkan 
oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 200/LG/BPRS-
STB/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai 
cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode P.8; 
9.  Fotokopi Peringatan IV, yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat 
Syari'ah Situbondo Nomor 260/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 
2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim 
diberi kode P.9; 
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Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak 
akan mengajukan bukti apapun; 
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada 
pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan; 
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana 
tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dengan putusan ini; 
 
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana terurai diatas; 
Menimbang, bahwa Hakim perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif 
dalam perkara ini, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II 
kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan tentang persona standi in 
judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo;  
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 (Peradilan Agama telah diberi tambahan kewenangan untuk mengadili 
perkara sengketa ekonomi syari’ah), jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, “Penyelesaian sengketa Perbankan 
Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”, 
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya 
mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara 
ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, cq. Pengadilan Agama 
Situbondo; 
 
Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut 
Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi 
adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan 
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untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”; 
Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberi menasihat kepada   
Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat menyelesikan perkaranya 
tersebut secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat adalah 
bahwa Para Tergugat telah melakukan INGKAR JANJI, dimana Para Tergugat 
setuju dan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran tiap 
bulannya secara rutin dan tepat waktu hingga akad tersebut jatuh tempo. Namun 
pada kenyataannya, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 
perjanjian tersebut (wan prestasi / cidera janji), Para Tergugat selalu mengulur 
waktu dalam pembayaran angsuran, meskipun sudah empat kali Para Tergugat 
mendapat peringatan untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, namun 
semua itu tidak mendapatkan perhatian dari Para Tergugat dan tidak ada 
penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Para 
Tergugat tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat total 
sejumlah Rp.143.906.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu  
rupiah) ; 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah 
sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah  
membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan Akad Murabahah Nomor 
01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 tanggal 30-05-2018: dengan 
pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktu 
selama 8 tahun ( 96 bulan ) dengan margin sampai jatuh tempo sebesar 
Rp.80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp.160.640.000,- dengan 
angsuran per bulan sebesar Rp.1.673.333,-, (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga 
ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk 
pembelian mobil, namun ternyata Para Tergugat hanya membayar 8 (delapan) kali 
angsuran dari total 96 (sembilan puluh enam) angsuran, maka Para Tergugat telah  
melakukan wanprestasi, Para Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah 
Rp. 16.734.000 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah ), maka 
oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa kewajiban berikut 
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dengan Denda Keterlambatan dan biaya lelang dsb sejumlah Rp.157.546.000,- 
(seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ratus rupiah) dengan 
rincian sebagai berikut : 
-  Sisa pokok                           = Rp.   71.666.000,- 
-  Margi belum terbayar      = Rp.    72.240.000,- 
-  Denda keterlambatan      = Rp.      3.640.000,- 
-  Biaya lelang dsb            = Rp.     10.000.000,- 
- Total kewajiban dan biaya    = Rp. 157.546.000,- 
Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat hanya hadir pada sidang 
yang kedua dan pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak hadir di persidangan  
meskipun dalam persidangan Para Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di 
persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Para Tergugat tersebut 
disebabkan suatu alasan yang sah, maka Para Tergugat yang telah diperintahkan 
hadir tetapi tidak datang menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan 
tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus diluar 
hadirnya Para Tergugat. Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibin juz 
IV halaman 238 yang berbunyi;  
 
 
Artinya: ”Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atau 
Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah 
boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti ”; 
Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan 
yang dijatuhkan diluar hadirnya Para Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebankan 
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 
Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya  Penggugat telah 
mengajukan bukti-bukti surat (P.1, s/d P.9), bukti-bukti mana Hakim menilai telah 
memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan 
dipertimbangkan;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat selaku Direktur Utama 
PT. BPR Syari’ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syari’ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 
Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing untuk 
bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo; 
 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dihubungkan dengan tidak 
adanya bantahan dari Para Tergugat, maka harus  dinyatakan terbukti Penggugat 
dan Para Tergugat telah membuat akad perjanjian Pembiayaan secara tertulis 
dengan Akad Murabahah Nomor 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 
tanggal 30-05-2018 dengan pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh 
juta rupiah) jangka waktu selama 8 tahun ( 96 bulan ) dengan margin sampai jatuh 
tempo Rp.80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp.160.640.000,-, dengan 
angsuran per bulan sebesar Rp.1.673.333,-, (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga 
ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan tujuan penggunaan dana untuk 
pembelian mobil;   
 
Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah 
disepekati oleh kedua pihak maka menurut ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, akan berlaku sebagai nash syari’ah atau undang-undang bagi 
kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi / melaksanakannya, 
dan maksud Pasal 1338 KUHPerdata  yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; 
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan penjelasan Penggugat 
dihubungkan dengan bukti P.3, maka telah terbukti Para Tergugat sampai saat ini 
baru membayar kepada Penggugat 10 kali angsuran dengan nilai sejumlah Rp. 
16.734.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dari total 
kewajiban sejumlah Rp.160.640.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus empat 
puluh ribu rupiah),, sehingga oleh karenanya para Tergugat masih mempunyai sisa 
kewajiban (hutang) yang harus dibayarkan sejumlah Rp.143.906.000,- (seratus 
empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah); 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa atas akad 
tersebut Para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa Buku Pemilik 
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Kendaraan Bermotor (BPKB) MOB. PENUMPANG, Merk/Type : TOYOTA AVANZA 
1.3G M/T, Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder : 1298 cc, No. Rangka : 
MHKM1B43JCK01832, No.Mesin : DK14283, No.Reg. : PRB0225376, No.Polisi : N 
1806 NL, No. BPKB : l-06732066, Warna : HITAM METALIK, bpkb a.n. Ariyanto 
Dsn Grojokan RT.03 / RW.01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan 





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.9  berupa Surat Peringatan  
Penyelesaian Tunggakan Angsuran  I s/d IV dan Surat Panggilan, telah terbukti 
bahwa Penggugat telah memanggil dan memberikan empat kali peringatan 
(somasi) kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk melunasi 
seluruh kewajiban (hutang) kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapi dan  
tidak pernah diperhatikan oleh Para Tergugat ; 
 
Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa hukum telah mengatur yang pada prinsipnya siapapun 
berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdata/BW., yang menyatakan bahwa 
setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa 
untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib 
membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan 
demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka 
Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; 
 
2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 
wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi  / cidera 
janji telah diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES, jo Pasal 
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1238 KUHPerdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.2) kedua 
pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwali f isir 
sebagai perbuatan hukum wanprestasi / cidera janji sebagaimana disebutkan dalam 
perjanjian Pasal 8 akad perjanjian tersebut ; 
Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi / cidera janji adalah 
karena hal-hal sebagai berikut :  
1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat ; 
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, 
kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara 
jelas ; 
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati ; 
4. Ada pihak yang telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban 
atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati ; 
Menimbang, bahwa didalam bukti (P.2) Hakim tidak menemukan adanya 
klausula yang menyatakan Debitur dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai 
tanpa terlebih dahulu diberi teguran / ingebrekestelling atau somasi oleh Kreditur, 
artinya untuk menyatakan adanya kwalifikasi perbuatan wanprestasi  / cidera janji, 
maka sebagaimana maksud Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ,  jo Pasal 
1238 KUHPerdata untuk dan terhadap Debitur incasu kepada Para Tergugat  harus 
ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan 
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Ju l i  1959 
yang menyatakan : “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan 
perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi 
kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak 
kreditur”, oleh karena itu Hakim berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan 
hukum  wanprestasi / cidera janji dalam sebuah perjanjian, maka sepanjang tidak 
diperjanjikan harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai 
teguran kepada Debitur incasu kepada Para Tergugat; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 s/d P.9 Penggugat telah 
memberikan teguran agar Para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, 
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namun ternyata tidak mendapatkan perhatian dari Para Tergugat dan tidak ada 
penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Para 
Tergugat tersebut, maka patut dinyatakan Para Tergugat wanprestasi / cidera janji. 
Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 2 patu t dikabulkan dengan menyatakan 
Para Tergugat wanprestasi / ingkar janji; 
 
3. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar 
semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut 
di atas. (Total kewajiban dan biaya sebesar Rp.157.546.000,- (seratus lima puluh 
tujuh juta lima ratus empat puluh enam ratus rupiah ), maka Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Para Tergugat harus membayar sisa 
kewajiban yang totalnya sebesar Rp.157.546.000,- (seratus lima puluh tujuh juta 
lima ratus empat puluh enam ratus rupiah) adalah berlebihan karena dengan 
menambahkan biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 
Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak 
dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, 
oleh karena itu Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar denda 
keterlambatan yang jumlahnya Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh 
ribu rupiah), terhadap tuntutan denda keterlambatan tersebut Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
 
Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda 
(ta’zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang 
dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan 
sebagai dana sosial, adapun  tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan 
Debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti 
P.2 dalam Pasal 15, antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam akad yang 
ditanda tanganinya dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus 
dibayar apabila Debitur lalai melaksanakan kewajibannya; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti Para Tergugat  hanya 
membayar sejumlah Rp. 16.734.000,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh empat 
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rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Para Tergugat 
masih mempunyai sisa kewajiban (hutang) kepada Penggugat sejumlah 
Rp.143.906.000,- (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah), 
oleh karenanya denda keterlambatan tersebut dapat dikabulkan ; 
Menimbang, bahwa mengenai biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000.- 
menurut Hakim masih belum waktunya untuk dituntut (premature) mengingat lelang 
belum dilaksanakan dan biayanya baru dapat dihitung pada saat pengajuan lelang. 
Selain itu berapa jumlah pasti yang diperlukan dan apakah prosesnya sampai 
lelang atau tidak belum dapat diketahui. Oleh karena itu sebatas mengenai biaya 
lelang dsb harus dinyatakan tidak dapat diterima; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa 
kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan berupa : Sisa pokok 
Rp71.666.000,-, Margin belum terbayar Rp.72.240.000,-, dan denda keterlambatan 
3.640.000,- yang totalnya sejumlah Rp.147.546.000,- (seratus empat puluh tujuh 
juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Oleh karenanya gugatan poin 3 
dikabulkan sebagian sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini, dan tidak dapat 
diterima untuk selebihnya; 
 
4. Tentang tuntutan agar Pengadilan menyatakan bahwa objek agunan secara 
sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui 
Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila 
Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat 
sejumlah yang telah diuraikan di atas, maka Hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa dalam bukti P.2, tersebut dalam pasal 9 kedua belah 
pihak (Penggugat dan Para Tergugat) telah membuat perjanjian, pihak Penggugat 
(bank) berhak untuk menyita dan menjual barang bahkan tidak harus menunggu 
putusan Pengadilan apabila Para Tergugat (nasabah) melanggar ketentuan pasal 6 
akad perjanjiannya;  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila Para 
Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada 
Penggugat, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni 
sebuah kenderaan bermotor roda empat merk ....... (BPKB) a.n. Ariyanto di Dsn 
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Grojokan RT.03 / RW.01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo, 
yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27-01-2012, 
Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui 
Pengadilan Agama Situbondo dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan 
kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan 
dalam proeses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, 
maka kelebihannya  tersebut dikembalikan kepada  Para Tergugat. Oleh karena itu 
tuntutan Pen gugat poin 5 patut dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana 
tersebut dalam putusan ini; 
 
  
5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar 
semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan 
atas nama Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa Hakim perlu menjelaskan maksud tuntutan poin 5, yang 
dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, 
maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang 
jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada 
Para Tergugat ; 
6.  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
maka oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka 
gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak 
dapat diterima; 
 
Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil 
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;  
 
M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 
2. Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / cidera 
janji; 
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda 
keterlambatan kepada Penggugat sejumlah Rp.147.546.000,- (seratus empat 
puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tunai, dan 
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apabila Para Tergugat lalai / tidak melaksanakan putusan secara sukarela, 
maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke 
Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Kendaraan 
Bermotor MOB. PENUMPANG, Merk/Type : TOYOTA AVANZA 1.3G M/T, 
Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder : 1298 cc, No. Rangka : 
MHKM1B43JCK01832, No.Mesin : DK14283, No.Reg. : PRB0225376, No.Polisi  
N 1806 NL, No. BPKB : l-06732066, Warna : HITAM METALIK, (BPKB), a.n. 
Ariyanto di Dsn Grojokan RT.03 / RW.01 Desa Karangbong Kecamatan 
Pejarakan Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo 
tanggal 27-01-2012 ; 
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya; 
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam 
perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus 
empat puluh satu ribu rupiah) ; 
 
Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin 
tanggal 24 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 
Hijriyah, oleh kami  Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H, sebagai sebagai 
Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang 
terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didmpingi oleh H. SOFAN 
AFFANDI, S.H., M.H.,  sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama Situbondo 
dengan dihadiri oleh  Penggugat dan diluar hadirnya Para Tergugat ; 
 





Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, SH., MH. 





H. SHAFAN AFANDI, S.H., M.H. 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


















































































Perincian biaya perkara : 
-  Biaya Pendaftaran             Rp.      30.000,- 
-  Biaya ATK Perkara         Rp.       50.000,- 
-. Biaya Panggilan   Rp.    345.000,- 
-. Biaya PNBP                   Rp.      20.000,- 
-  Redaksi                             Rp.      10.000,- 
-  Meterai                              Rp.         6.000,- 
  Jumlah        Rp.     441.000,- 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ا قَلِْیٍل أَْنَت َماٍض َوتَاِرُكھُ  أَِذا ُكْنَت فِْي أَْمٍر فَُكْن فِْیِھ ُمْحِسنًا, فََعمَّ
Jika dirimu dalam satu urusan, maka jadilah orang yang berbuat baik didalamnya
karena tidaklah berapa lama dirimu akan berlaku dan meninggalkannya.
(Imam Dumairi)
Jangan pergi meninggalkan tempat dudukmu sebelum dirimu menanam
(meninggalkan) kebaikan kebaikan disana.




Dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini
sebagai pejuang totalitas diri kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kekuatan
dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, dan persembahan pula kepada:
1. Ayahanda saya Moh. Bahri dan Ibunda saya Kibtiyah yang telah mendidik dan
membesarkan saya dengan kesabaran serta selalu mendoakan dan berjuang untuk
kesuksesan saya dalam meraih masa depan yang gemilang/cerah, semoga kalian
berdua selalu dalam lindugan Allah SWT, Amin.
2. Kepada kedua saudara kandung saya Moh Lukman dan Ahmad Fawaid dan
seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali yang telah memberikan motifasi
untuk selalu berjuang hingga akhir hayat, semoga Allah SWT membalas semua
kebaikan kalian kepada saya selama ini.
3. Kepada teman-teman senasib seperjuangan Fakultas Syariah IAIN Jember,
khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 serta kakak kelas dan
adik kelas Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu-
persatu yang telah ikut membantu memberi semangat dan doa dari awal kuliah
sampai selesai, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin.
4. Kepada sahabat-sahabat yang saya sayangi dan cintai yang saya anggap seperti
keluarga saya sendiri, telah membantu saya mulai dari pengajuan judul hingga
selesainya skripsi ini. Kepada Moh Jufri, Moh. Zainullah Arifin, Arifatul Uyun,
Qurratul Uyun, Kamiliatul Ulum, Zainullah, Faruq Subairi, Hidayatul
Munawwarah, Siti Mukhlisa, Lukman Hakim. Begitu besar rasa terimakasih saya
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kepada kalian atas bantuan, dukungan, dan motivasinya. Semoga kita kelak
menjadi orang yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa.
5. Kepada kawan-kawan Forum Komunikasi Mahasisawa Santri Banyuanyar
(FKMSB).
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Alhamdulillahirabbil’alamin, yang pertama penulis mengucapkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kedua
shalawat dan salam saya haturkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
yang telah membawa perubahan dengan adanya agama islam beserta keluarga, para
sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul
“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
MURABAHAH DI BPRS SITUBONDO (Studi Putusan Pengadilan Agama
Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)”. Skripsi ini bertujuan untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syariah Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah.
Sebagai manusia, tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, maka
dari itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna,
mengharap dan menerima kritik dan saran kontruktif dari para pembaca dengan
sepenuh hati.
Penulis menyadari betul, terselesainya skripsi ini adalah berkat bantuan dari
berbagai para pihak. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada
yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M, selaku Rektor Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Jember
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berikan kepada saya dengan penuh kesabaran.
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Abd Basith, Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I. 2020: “Penyelesaian Sengketa
Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Di BPRS Situbondo (Studi Putusan
Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)”
Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran dalam hal
penghimpunan dana, penyaluran dana yang memberikan dan mengenakan imbalan atas
dasar prinsip syariah, salah satu produk bank syariah adalah murabahah. Lembaga yang
menjalankan produk tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), namun
nasabah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lembaga. Dalam putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit yang menyatakan demi hukum Para
Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji.
Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana duduk perkara sengketa wanprestasi dalam
perjanjian murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam
penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian murabahah di BPRS Situbondo pada
putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. 3. Bagaimana
akibat hukum putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami duduk perkara sengketa
wanprestasi dalam perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. 2. Untuk mengetahui dan memahami
dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestaasi dalam
perjanjian Murabahah di BPRS pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. 3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan
Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi undang-undang (normatif). Dan tekhnik
pengumpulan data menggunakan dokumentasi sedang analisis data menggunakan kualitatif
deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah: 1. Duduk perkara dalam putusan Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit. Bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran selama 8 kali
angsuran, namun Para Tergugat setelah itu tidak lagi membayar angsuran meskipun
Penggugat memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat namun tidak ada tanggapan
yang baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Situbondo
dengan menuntut Para Tergugat membayar sisa kewajiban (angsuran) Rp. 157.546.000,
menuntut agar objek agunan dapat dijual dan lelang. 2. Dasar pertimbangan hukum hakim
(Racio Decidendi) dalam memutuskan perkara ini adalah menggunakan Undang-Undang
No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keterangan alat bukti (surat). 3. Akibat hukum
putusan Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, megabulkan gugatan Penggugat sebagian, bagi
Para Tergugat dinyatakan secara hukum melakukan wanprestasi, membayar sisa kewajiban
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A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara
hukum. Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk kebenaran,
keadilan, kemanfaatan dan tidak ada kekuasaan yang tidak
dipertanggungjawabkan.1 Indonesia yang menjunjung tinggi terhadap
penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang saling berkaitan antara
satu sama lainnya, pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya. Pasal tersebut menjadi legitimasi bagi warga dan
pemerintah dalam menjalankan kehidupannya karena pada dasarnya
semuanya diperlakukan sama didalam hukum (e quality befour de law),
karena merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum yang
dijadikan sebagai salah satu doktrin Rule of law yang juga menyebar
pada Negara-negara berkembang seperti Indonesia.2
Era digitalisasi ini, perkembangan sistem ekonomi syariah di
Indoneisa, sistem yang menjadi payung bagi semua lembaga ekonomi
berbasis ajaran islam yang didalamnya terakumulasi nilai, prinsip, teori
1 Sekretariat Jendral MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dan Ketetapan MPR RI, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2015), 67.
2 Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, (Bandung:
Permata Press 2004), 26.
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serta kaidah atau norma.3 Sistem tersebut menunjang harmonisasi
kehidupan manusia salah satunya ditandai dengan pertumbuhan dan
perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Eksistensi
lembaga tersebut semakin kuat dengan terbentuknya Undang-Undang
No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga keuangan
syariah adalah lembaga yang menjalankan aktifitas di bidang keuangan
yang berbasis prinsip syariah.4 Lembaga keuangan syariah pula ada yang
berbentuk lembaga bank dan lembaga non bank, kegiatanya yang
bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan
keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam sistem ekonominya.
Pasca disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, yakni lembaga yang kegiatannya berdasarkan prinsip
syariah atau hukum Islam, bank dan pihak lain (lembaga atau nasabah)
untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau
lainnya. Diantaranya, pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudharabah),
penyertaan modal (musyarakah), jual beli untuk mendapatkan
keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal (ijarah).5
Didalam sebuah transaksi tersebut mesti akan dihadapi dengan
perjanjian/akad yang akan disepakati oleh kedua belah pihak (bank dan
nasabah) yang sedang bersarikat (akad) sehingga didalam pasal 1 angka
3 Hasbi Hasan, Kompetisi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,
(Jakarta: Gramata Publising, 2010), 89.
4 Nur Risanto Al-arif, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 5.




13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
dinyatakan bahwa ;
“akad/perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Bank
Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat
adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai
dengan prinsip syariah”.
Ikatan yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-
sama berkeinginan untuk mengikatkan diri sehingga untuk menyatakan
kehendak masing-masing harus diungkap dalam sautu pernyataan,
dimana dua pihak atau lebih sama-sama menyepakati (Ijab-qabul). Akad
yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad
yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani
melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum
tersebut hanya dilakukan berdasarkan hukum positif saja, tapi tidak
demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga
akhir hayat nanti.6
Perbankan syariah yang kegiatannya sebagai lembaga
intermediasi, memiliki peran strategis dalam hal penghimpun dana,
penyaluran dana yang memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar
prinsip syariah (jual-beli dan bagi hasil). Salah satunya adalah Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yakni lembaga yang didirikan untuk
melayani Usaha Mikro dan Makro berdasar pada prinsip syariah diantara
yang dilakukan oleh lembaga tersebut adalah pembiayaan murabahah,
menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-
6 Abdul Hadi, Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar Hukumnya,
(Surabaya: Sinar Terang, 2005), 7-8.
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MUI/IV/2000 tentang murabahah menyatakan bahwa barang yang
diperjualbelikan dalam perjanjian murabahah tidak diharamkan oleh
syariah Islam selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.7
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana
penjual memberitahu haga suatu produk yang ia beli dan kemudian
menentukan harga jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan dengan
kesepakatan dengan pembeli (Pasal 19 ayat 1 UU No. 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah). Dengan demikian, karakteristik dari jual beli
dengan akad murabahah adalah penjual harus memberi tahu tentang
modal atau harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan
yang ditambah pada biaya tersebut. Akad murabahah merupakan salah
satu produk penyaluran dana (finacing) perbankan syariah dengan model
pembiayaan dengan prinsip jual beli (sale and purchase). Sehingga
dalam konteks pembahasan perbankan syariah terdapat empat macam
model produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat atau
nasabah.8 Terkait jual beli yang dilakukan oleh umat islam berpedoman
pada ketentuan syariah, seperti yang tercantum dalam ketentuan surah al-
baqarah 2: 275.
)٢٧٥: 2(البقرة وابَ الرِّ مَ رَّ حَ وَ عَ یْ بَ الْ هللاُ لّ حَ أَ وَ 
7 Rifanatus Sarah Dzatihanani, Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Analsisi Putusan
Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt), 3.




Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Q.S. Al-Baqarah 2: 275.9
Murabahah dalam Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) menyatakan bahwa murabahah merupakan pembiayaan
saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak
yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa
harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang
merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran. Konsekuensi
bank sebagai lembaga intermediasi antara nasabah dan pihak bank akan
selalu berhadapan dengan berbagai resiko, menurut Adiwarman A.
Karim, resiko dalam kontek perbankan merupakan suatu potensi baik
yang bisa diperkirakan atau tidak bisa diperkirakan. Jenis-jenis tersebut
yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional, namun
yang sering dialami oleh bank adalah pembiayaan karena nasabah lalai
dalam melakukan angsuran pembayaran (wanprestasi/ kredit macet).10
Pasal 55 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa (1) penyelesaian sengketa
Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan
Pengadilan Agama. (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan
penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygna Examed), 47.
10 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 56.
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dengan prinsip syariah.11 Adanya regulasi tersebut sebagai instrument
hukum ketika terjadi sebuah sengketa dalam lembaga keuangan syariah
(nasabah dan pihak bank) dan atau terjadi sebuah cidera janji/wanprestasi
dari nasabah terhadap perjanjian/akad yang telah disepakati diawal
termuat dalam bentuk tertulis.
Peradilan Agama merupakan sebutan resmi bagi salah satu
diantara empat lingkungan peradilan yang keberadaanya diatur lebih
lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-
pokok kekuasaan kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.12 Peradilan Agama
sebagai salah satu pelaku kekausaan kehakiman mempunyai kompetisi
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan
islam.13 Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No.14 tahun 2016 juga mengatur secara khusus dan spesifik
bahwa pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam Islam megenai
perkara tertentu. Pun demikian dalam pasal 49 menyatakan bahwa
pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
11 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004), 24.
12 Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal
10 ayat 1.




menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama
Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Artinya, dengan kewenangan yang
telah diamanahkan kepada pengadilan agama secara komprehensif
melalui peraturan tersebut, penyelesaian perkara/sengketa sudah menjadi
tugas lembaga pengadilan agama untuk menyelesaikannya apabila secara
kekeluargaan tidak mampu diselesaikan.14
Pada kasus sengketa ekonomi syariah atas gugatan wanprestasi
dengan nomor perkara 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit yang telah teregister di
kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 19 September
2019 antara Lembaga PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yang
beralamat di Jalan Jawa No.5-6 Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo, Provinsi Jawa Timur dalam perkara ini diwakili oleh Arif
Hidayat selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah
Situbondo, selanjutnya disebut Penggugat.
Kemudian dalam gugatannya yaitu melawan Hadiyono Putra
pekerjaan perdagangan beralamat di Kp.Pandian RT.001 RW.001
Ketowan Arjasa Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 dan
Lis Setiawan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang beralamat di
Kp.Pandian RT.001 RW.011 Ketowan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten
Situbondo, selanjutnya disebut Tergugat II, selaku nasabah PT.Bank
Pembiayaan Rakyat Syari’ah, selanjutnya disebut para Tergugat. Dengan




tanggal pendaftaran pada hari kamis, 19 April 2018 dengan menyatakan
secara hukum akad/perjanjian Murabahah Nomor:
01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 adalah sah dan mengikat,
dengan pembiayaan Rp. 80.000.000,- margin sampai jatuh tempo
rp.80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp. 160.640.000
dengan angsuran perbulan Rp. 1.673.333 selama 8 tahun (96 bulan)
untuk pembelian mobil. Namun, setelah 8 (delapan) kali angsuran
dengan jumlah Rp.16.734.000 Para Tergugat tidak lagi membayar
kewajibannya sehingga Penggugat memberikan peringatan berupa Surat
Peringatan (I,II,III dan IV) kepada Para Tergugat namun tidak ada respon
baik.
Penggugat melanjutkan tindakan Para Tergugat untuk
diselesaikan melalui jalur hukum yaitu Pengadilan Agama Situbondo
dengan pokok perkara primer: mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat
wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat; menghukum Tergugat untuk
membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah
diuraikan; menyatakan obyek agunan secara sah dapat dijual baik
sukarela maupun melalui proses lelang melalui Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); menghukum Para Tergugat
untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.
Menyatakan secara normatif kedudukan hukum Tergugat telah
melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan menuntut Tergugat
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membayar sisa kewajiban sebesar Rp. 157.546.000 (seratus lima puluh
tujuh lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah berlebihan karena
dengan menambahkan biaya lelang sebesar Rp.10.000.000, menghukum
Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh
Penggugat sebesar:
1. Sisa pokok = Rp.71.666.000
2. Margin belum terbayar = Rp. 72.240.000
3. Denda keterlambatan = Rp. 3.640.000
4. Total Kerugian = Rp.147.546.000
Menyatakan atas barang jaminan berupa Buku Pemilikan
Kendaraan Bermotor (BPKB) MOB. PENUMPANG, Merk/Type:
TOYOTA AVANZA 1.3G M/T tahun pembelian 2012, isi Silinder : 1298
cc, No Rangka: MHKM1B43JCK01832, No. Mesin : DK14283, No.Reg :
PRB0225376, No. Polisi N 1806 NL, No. BPKB : 1-06732066, Warna:
HITAM METALIK, di Dusun Grojokan RT.03/RW.01 Desa Karangbong
Kecamatan Pajarakan Probolinggo yang dikeluarkan oleh kepolisian
Resort Probolinggo tanggal 27 Januari 2012, majlis hakim menyatakan
bahwa obyek agunan dapat dijual dan kepada Penggugat dapat
mengajukan permohonan Sit Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan
Agama Situbondo apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan
secara sukarela.15
15 Salinan Putusan Pengadilan Agama Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah.
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Berdasarkan kasus sengketa wanprestasi perjanjian/akad
murabahah tentang putusan hakim Pengadilan Agama Situbondo tersebut
penulis tertarik untuk meneliti dan mengakaji secara kebenaran akademik
terkait amar putusan yang dibacakan oleh majlis hakim dengan
mengajukan judul skripsi yang berjudul: PENYELESAIAN SENGKETA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MURABAHAH DI BPRS
SITUBONDO (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit).
B. Fokus Kajian
Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang
akan diteliti agar menjadi jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Maka perlu disusun fokus kajian.16 Adapun hal-hal yang menjadi fokus
kajian antara lain :
1. Bagaimana duduk perakara sengketa wanprestasi dalam perjanjian
Murabahah di BPRS Situbondo pada putusan Pengadilan Agama
Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (Racio Decidendi)
dalam penyelesaian sengketa wanprestaasi dalam perjanjian
Murabahah di BPRS pada putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit?
16 Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember:
IAIN Jember Press, 2019), 51.
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3. Bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan
dituju dalam melakukan penelitian untuk menemukan, untuk
mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau mengkaji kebenaran ilmu
pengetahuaun yang telah ada,17 maka tujuan dari penelitian ini meliputi :
1. Untuk mengetahui dan memahami duduk perkara sengketa
wanprestasi dalam perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo pada
putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum
hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestaasi dalam perjanjian
Murabahah di BPRS pada putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan
Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan
diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa
kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan
17 Moh. Kasiran, Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan
Metodologi Penelitisan (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10.
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bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus
realistis.18 Manfaat dengan dilakukan penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam
mengembangkan disiplin keilmuan hukum ekonomi syariah, prihal
aspek hukum dalam hal pembiayaan murabahah atas perjanjian
yang dinyatakan wanprestasi;
b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis
untuk jenjang berikutnya, disamping itu sebagai referensi
penelitian yang lain sesuai dengan bidang peneliti.
2. Manfaat Praktis
Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih
pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait,
guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan
penelitian.
a. Bagi Peneliti
1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara
praktis maupun teoritis dalam bidang hukum ekonomi syariah,
lebih khusus dalalm hal masalah pembiayaan murabahah atas
perjanjian yang dinyatakan wanprestasi.
18 Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 52.
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2. Dapat menambah pengalaman tentang penelitian dan penulisan
karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadkan penelitian
yang selanjutnya.
b. Bagi Lembaga IAIN Jember
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi
lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin
mengembangkan kajian ilmu hukum ekonomi syariah;
2. Menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan IAIN
Jember khususnya Fakultas Syariah, program studi hukum
ekonomi syariah.
c. Manfaat bagi masyarakat
Memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat pada
umumnya dan nasabah Perbankan Syariah agar lebih memahami
konsep pembiayaan murabahah serta resikonya.
E. Definisi Istilah
1. Sengketa
Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,
dan perbantahan.19 Sengketa merupakan pertentangan, perselisihan atau
percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya




benda. Sehingga dengan adanya sebuah ketimpangan yang terjadi
antara kedua belah pihak berasumsi akan ada yang merasa dirugikan.20
2. Wanprestasi
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi
buruk, dalam kamus hukum wanprestai berarti kelalaian, kealpaan,
cidera janji dan tidak  menepati janji dalam perjanjian.21 Wanprestasi
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan salah
satu pihak (biasanya perjanjian) berpretasi buruk karena kelalaian.22
Menurut J. satrio bahwa Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana
debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak sebagaimana mestinya dan
kesemuanya itu dapat disalahkan kepadanya.23
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.24 BPRS merupakan bank yang khusus melayani
masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan yang berfungsi sebagai
pelaksana sebagian fungsi bank umum tetapi ditingkat regional
dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.
20 Abdul R. Salim, Esensi Hukum Bisnis Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 130.
21 Salim, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, 135.
22 http://kbbi.kemdikbud.go.id
23 Ridwan Mansyur, Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya (Jakarta: Pustaka
Dunia, 2017), 68.




BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat
yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar
selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara
menyalurkan usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf  hidup
masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus
selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu
menerapkan prinsip syariah secara konsisten sehingga tercipta
lembaga yang sehat serta mampu memberikan layanan terbaik kepada
masyarakat.25
4. Putusan
Putusan disebut al-qada’u dalam bahasa Arab, vonis dalam
bahasa Belanda, yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua
pihak yang berlawanan dalam perkara, yakni Penggugat dan Tergugat.
Produk Pengadilan semacam ini biasa diisitilahkan dengan produk
Pengadilan yang sesungguhnya atau jurisdiction centensiosa. Jadi,
dictum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum atau
bersifat constitutoir artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan
ini, jika tidak diturut dengan sukarela dapat diperintahkan untuk
dilaksanakan secara paksa yang disebut di ekskusi.26
Maksud dari judul penyelesaian sengketa wanprestasi
perjanjian murabahah pada Pengadilan Agama adalah sebuah proses
25 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2018), 44.
26 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 203.
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penyelesaian perselisihan yang terjadi antara dua pihak terkait dengan
hak bernilai karena adanya sebuah kelalaian dari pihak debitur yang
meyebabkan wanprestasi atas perjanjian.
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan
skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir atau
yang kemudian dilanjutkan dengan bab I yang merupakan pendahuluan
hingga bab VI yang merupakan bagian penutup. Sistematika pembahasan
merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi
yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab. Dengan tujuan agar
pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami skripsi ini dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan
Pada bab ini memberikan deskripsi mengenai keseluruhan
pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri
dari latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, definisi istilah,
metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II: Kajian Pustaka
Kajian Pustaka mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan
kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang
diteliti, dalam hal ini tentang “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalalm
Perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)”. Dalam kajian teori
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akan dibahas secara sistematis dan komprehensif megenai teori tentang
sengketa wanprestasi dalam perjanjian murabahah dan penjelasan
mengenai putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
BAB III: Metode Penelitian
Pada bab ini memuat pembahasan cara untuk melakukan
penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah
ditentukan untuk mendapatkana kebenaran ilmiah, sehingga nantinya
penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
BAB IV: Pembahasan
Pada bab ini memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis
yang peneliti lakukan tentang “Duduk Perkara Sengketa Wanprestasi
Perjanjian Murabahah Di BPRS Situbondo pada Putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit”. “Dasar
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
dalam Perjanjian Murabahah pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit”. “Akibat Hukum Putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit”.
BAB V: Penutup
Pada bab ini merupakan bagian akhir atau bab penutup dari
penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan ini dikutip dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan
fokus dan tujuan penelitian, sedangkan sebagai akhir dari penelitian ini
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ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada regulator
sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang







Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana
keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian
sebelumnya yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu
yang diangkat oleh penulis saat ini adalah :
1. Skripsi yang ditulis oleh Gusnawati NIM: 13.2200.098 (2017)
tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor: 0236/Pdt.G/PA.Bkt),
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Parepare, 2017.
Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana bentuk kontrak
para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi? 2)
Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi? 3)
Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan
Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada perkara Nomor
0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt?. dengan metode penelitian
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menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif
(library research).27
a. Bentuk kontrak para pihak yang berperkara di Pengadilan
Agama Buit Tinggi ini, berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan, maka bentuk kontrak yang telah
disepakati oleh para pihak yang berperkara yaitu tentang
pembiayaan murabahah nomor : 6798/MRB/ADL/V/2012
pada tanggal 25 mei 2012.
b. Kewenangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada putusan ini,
berdasarkan kewenangannya dalam menyelsaikan senghketa
ekonomi syariah ini ialah bahwa seluruh sengketa perdata yang
terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan
pihak manapun teramsuk kewenangan absolut lingkungan
peradilan agama untuk mengadilinya kecuali dengan tegas
ditentukan lain dalam undang-undang.
c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan
Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada perkara Nomor
0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, berdasarkan hasil persidangan
menghasilkan dua bentuk, yakni; pertama, menyatakan bahwa
Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar
janji atas akad pembiayaan murabahah nomor :




6798/MRB/ADL/V/ tanggal 25 mei 2012 dan menghukum
terhadapnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat
sebanyak Rp. 246.359.492. kedua, berdasarakn putusan hakim
dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara
Bukit Tinggi, Hakkim menyatakan sah dan berharga sita
jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Bukit
Tinggi, pada hari jum’at tanggal l22 Agustus 2014 atas
jaminan hutan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516
a/n. Terguagat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan
diatas tanah tersebut berdiri unit rumah permanen bertingkat
dengan ukuran luas + 96 M2.
Persamaan peneliti oleh Gusnawati tersebut dengan
penelitian yang hendak peneliti angkat adalah sama-sama
mengkaji dan meneliti tentang sengketa ekonomi syariah dalam
perjanjian murabahah. Namun disisi lain, penelitian yang
hendak peneliti angkat mempunyai sisi pembeda, yakni:
2. Skripsi yang ditulis oleh Alfin Fitriyana : “Analisis Hukum
Ekonomi Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam
putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor:
284/Pdt.G/2006/PA.Bkt”, NIM: 210214097, Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. Dengan




Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana analisis
hukum ekonomi syariah terhadap penerapan dan pelaksaan
akad murabahah dalam perkara No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt? 2)
Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap dasar
pertimbangan hukum hakim dalm memutus perkara ekonomi
syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor:
284/Pdt.G/2006/PA.Bkt? 28
a. Analisis ketentuan hukum ekonomi syariah dalam
pelaksanaan dan penerapan perjanjian murabahah tidak
sesuai Karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya
perjanjian murabahah. Dimana nasabah mengajukan
permohonan untuk penambahan modal usaha dan take over
kepada pihak bank syariah. Keduanya mengikatkan diri
dalam sebuah perjanjian yang isinya seolah-olah pihak bank
syariah menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
b. Majlis Hakim memutuskan perkara ini sudah seusai dengan
dengan hukum ekonomi syariah bahwa perjanjian ynag
dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syariah batal
demi hukum dan hubungan antara keduanya yaitu sebagai
pinjam meminjam biasa dengan jaminan benda tidak
28 Alfin Fitriyana : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam
putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt”, (Skripsi, Institut Agama
Islam Negeri, Ponorogo, 2018).
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bergerak dan akad yang dilakukan keduanya pun batal demi
hukum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Mulyono (2017) dengan judul
“Analisi Terhadap Putusan Hakim dalam Kasusu Sengketa
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang
Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Pengadilan Agama
Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”, NIM: 21412007, Fakultas
Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga. Dengan
menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif.
Dengan rumusan masalah: Apa yang menjadi dasar
hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara
Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam perkara sengketa
ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Purbalingga?.29
a. Dasar hukum Hakim yang digunakan dalam putusan
nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg adalah Undang-Undang
No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, Undang-undang No.1 tahun 1995
29 Eko Mulyono, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di
Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah” (Skripsi, Institut Agama
Islam Negeri, Salatiga, 2017).
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tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum Ekonomii
Syairah (KHES) dan Herien Inlandsch Reglement (HIR).
b. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus
perkara ini, peneliti tidak sependapat dengan penggunaan
Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas sebab undang-undang tersebut merupkan
undang-undang laam yang telah diganti dengan Undang-


















































































Akad/perjanjian berarti ( (العقد perikatan dan
permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan
qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan prinsip
syariah yang berpengaruh pada objek perjanjian.30 Sehingga
apabila sepakat untuk melakukan perjanjian maka pada saat itu
pula perjanjian itu terjadi. Menurut ulama fiqih, memberikan
definisi perjanjian/akad secara termenologi (istilah)
sebagaimana yang disampaiakan oleh Wahbah az-Zuhaili
bahwa akad/perjanjian adalah;
َما َعَزَم اْلَمْرِء َعلَى فِْعلِِھ َسَواٌء َصْدٌر بِاَِراَدٍة ُمْنفَِرَدٍة َكاْلَوْقِف اَْم اِْحتَِجاٍج اِلَى لُّ كُ 
اَِراَدْیِن َكاْلبَْیِع. 
“setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakan, baik
keinginan tersebut berasalh dari kehendaknya sendiri,
misalnya dalam hal wakaf atau kehendak tersebut timbul
karena dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli, ijarah.”
Mursyid al-Hairan, perjanjian/akad merupakan
pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan
qabul dari pihak lain yang membutuhkan akibat hukum pada
objek perjanjian/akad. Prof. Dr. Syamsul Anwari memberikan
definisi tentang perjanjian, yaitu pertemuan ijab dan qabul
30 Hendi Suhedi, Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam (Bandung: IAIN Sunan
Gunung Jati, 1986), 44.
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sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk
melahirkan suatu akibat hukum pada objek perjanjian/akad.31
b. Rukun dan Syarat Perjanjian
1) Rukun Perjanjian32
a) Akid (orang yang berakad). Akid adalah Pihak yang
melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan
yang akan diberikan hak. Misalnya, akid dalam jual beli
adalah penjual dan pembeli. Syarat aqid, ulama
memberikan dua syarat. Pertama, ahliyyah yaitu
kompetisi orang sehingga dianggap cakap melakukan
transaksi (mukallaf dan mumayyiz).
b) Ma’qud ‘alaih (benda-benda yang
diakadkan/diperjanjikan) baik berupa harta atau yang
dihargakan.
c) Ijab Qabul. Ijab qabul adalah ungkapan ynag
menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihakyang
melakukan kontrak atau akad.
2) Syarat-syarat Perjanjian
a) Syarat subjektif, pihak yang melaksanakan perjanjian
harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan
sepakat untuk membuat suatu akad.
31 Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islam wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-fikr al-Muamalah, 1984),
Juz 4, 2917.
32 M. Noor Harisudin, Fiqih Muamalah 1, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 20.
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b) Syarat objektif, yakni barang yang diperjanjikan harus
amwal (halal), barang yang diperjanjikan secara prinsip
sudah dimiliki oleh pihak yang
menyerahkannya/menjualnya.
3) Jenis-jenis perjanjian
a) ‘Aqad Munjiz yaitu perjanjian yang dilaksanakan
langsung pada saat selesainya perjanjian.
b) ‘Aqad Mu’allaq yaitu perjanjian yang dalam
pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam perjanjian.
c) ‘Aqad Mudhaf yaitu perjanjian yang dalam
pelaksanannya terdapat syarat-syarat mengenai
penangguhan pelaksanaan perjanjian, pernyataan yang
pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang
ditentukan.33
2. Murabahah
a. Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua
belah pihak. Dimana penjual memberitahu harga suatu
produk yang ia beli dan kemudian menentukan harga
jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan kesepakatan
33 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offest, 2011), 28-29.
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dengan si pembeli.34 Pembiayaan murabahah
memungkinkan adanya dhoman (jaminan) karena sifat dari
pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang
pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka
tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang
harus dibayar oleh nasabah, bank syaraiah (ba’i)
memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan
dhoman (jaminan) kepada nasabah.35 Secara syariah,
landasan mengenai jual beli murabahah telah termaktub
dalam Al-Qur’an dan hadits, yaitu dalam firman Allah QS.
An-Nisa’ [4]: 229 dan hadits Ibnu Majah:
مْ كُ نْ مِ اضٍ رَ تَ نْ عَ ةً ارَ جَ تِ نَ وْ كُ تَ نْ أَ الَّ اِ لِ اطِ بَ الْ بِ مْ كُ نَ یْ بَ مْ كُ الَ وَ مْ ا أَ وْ لُ كُ أْ تَ ا َال وْ نُ مَ اَ نَ یْ ذِ ا الَّ ھَ یُّ اأَ یَ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah
kalian saling memakan (mengambil) harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu....”.
,لٍ جَ ى أَ لَ اِ عُ یْ بَ لْ : اَ ةُ كَ رَ بَ الْ نَّ ھِ یْ فِ ثٌ َال : ثَ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ يَّ بِ النَّ نَّ أَ 
(رواه ابن ماجھ عن صھیب)عِ یْ بَ لْ لِ َال تِ یْ بَ لْ لِ رِ یْ عِ ا لشَّ بِ رِّ بُ الْ طُ لْ خَ , وَ ةُ ضَ ارَ قَ مُ الْ وَ 
“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah:
jual beli tidak secara tunai, muqarabah (mudharabah),
dan mencampur gandum dengan jewawut untuk
34 Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul
Muqtashid (Beirut: Darul Qalam, 1988), 216.
35 Muhammad, Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah
(Yogyakarta: UII Press, 2003), 110.
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keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu
Majah dari Suhaib).
b. Rukun dan Syarat Perjanjian Murabahah
Agar akad murabahah tidak bertentangan dengan




Pelaku utama adalah adanya si penjual dan
pembeli, sebab tidak ada transaksi tanpa ada penjual
dan pembeli.
b) Objek
Keberadaan objek yang diperjualbelikan
harus jelas dan bukan barang yang diharamkan
untuk diperjualbelikan (bertentangan dengan
ketentuan syariah) yang menimbulkan transaksi
menjadi batal.
c) Ijab Qabul
Rukun yang ketiga adanya kesepakatan
penjual dan pembeli yang dimanifestasikan dari ijab
36 Azharuddin Lathif, “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di
Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, UIN Jakarta, 12 (Juli, 2012), 74.
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qabuldalam bentuk perjanjian oleh kedua belah
pihak.
2) Syarat-syarat Murabahah
a) Penjual harus jujur (terbuka) mengenai modal dan
keuntungan kepada pembeli/nasabah.
b) Kontrak harus terbebas dari Riba.
c) Penjual harus menjelaskan kepada nasabah bila terjadi
cacat atas barang sesudah pembelian.
d) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian
e) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan.37
3. Wanprestasi Dalam Perjanjian
a. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi secara umum menurut Yahya Harahap
merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.
Seorang nasabah (debitur) dikatakan melakukan
wanprestasi apabila dia melakukan pelaksanaan prestasi
dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal
yang ditentukan atau dalam melaksanakan sautu prestasi




tidak menurut kesepakatan diawal (sepatutnya dan
selayaknya).38
Dalam teori hukum Islam, apabila pihak yang tidak
melaksanakan kewajibannya baik karena kesengajaan
maupun karena kelalaian, dapat dipersalahkan karena telah
melakukan ta’addi (melanggar hak dan kewajiban orang
lain).39 Menunda-nunda atau tidak melaksanakan
pembayaran dalam pembiayaan termasuk orang yang zalim,
seperti dalam hadits Nabi riwayat jama’ah yang berbunyi ;
َمْطُل اْلَغنِيِّ ظُْلمٌ 
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh
orang mampu adalah suatu kezaliman”.40
b. Bentuk-bentuk Wanprestasi
Subekti merinci beberapa bentuk wanprestasi dalam
ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES), yaitu;41
1) Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukannya.
38Wawan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 111.
39 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori Akad dalam Fiqih Muamalah
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 332.
40 Fatwa Dewan Syar’iah Nasional (Fatwa DSN-MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, 3.
41 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermas, 1992), 47.
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2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi tidak
sebagaimana yang diperjanjikan.
3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.
c. Nasabah dinyatakan Wanprestasi
Mekanisme dalam menyatakan nasabah wanpretasi
mesti melalui beberapa tahapan, setidaknya terdapat dua bentuk
tahapan yang harus dilakukan (Pasal 1238 dan 1243
KUHPerdata), yaitu;42
1) Sommatie, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh
pihak bank kepada nasabah secara resmi melalui
Pengadilan. Somasi tersebut merupakan sebuah teguran dari
kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi
prestasi/kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang
telah disepakati antara kedua belah pihak.
2) Ingebreke Stelling, yaitu peringatan kreditur kepada debitur
(nasabah) secara tersendiri dan tidak melalui Pengadilan.
d. Akibat Hukum bagi Nasabah yang Wanprestasi
42 Lukman Santoso, Hukum Perikatan (Bandung: Pustaka Setia, 2016),  131.
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Terdapat akibat hukum bagi nasabah yang telah
melakukan wanprestasi, akibat hukum atau sanksi tersebut
dapat berupa;43
1) Membayar kerugian yang diderita oleh pihak bank, yaitu
berupa pembayaran ganti rugi.
2) Pembatalan perjanjian.
3) Peralihan resiko, dimana benda yang dijanjikan berupa
objek perjanjian, sejak tidak dipenuhinya kewajiban
menjadi tanggungjawab nasabah.
4) Membayar biaya perkara jikalau perkara tersebut dibawa ke
pengadilan.
4. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
a. Kewenangan Pengadilan Agama
1) Kewenangan relatif
Kewenangan relatif adalah kekuasan pengadilan
mengenai pembagian kekuasaan menerima, memeriksa dan
mengadili, serta meyelesaikan perkara perdata yang
mempunyai daerah hukum masing-masing.44 Sehingga
Pengadilan Agama sering diartikan yuridiksi relative, yakni
dalam hal domisili penggugat dan tergugat dalam suatu
perkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-
43 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik (Depok: Balebat
Dedikasi Prima, 2017), 132.
44 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dan Teori dan Praktik pada Pengadilan
Agama (Yogyakarta: UII Press, 2009), 13.
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Undang No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-
Undang No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama yang berbunyi :
“Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi
wilayah kabupaten/kota”.
2) Kewenangan absolut
Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan
yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis
pengadilan lainnya, dengan arti lain bahwa setiap
pengadilan mempunyai wewenang masing-masing yang
secara mutlak tidak dapat dilakukan oleh pengadilan
tingkatan lainnya.45 Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-
Undang No 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-
Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
menyatakan bahwa :
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di










b. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah




Penyelesian sengketa ekonomi syariah secara litigasi
adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.
Sebagaimana lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
No.14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesian Perkara
Ekonomi Syariah. Terbitnya peraturan tersebut pengadilan
dapat melakukan dengan dua cara yaitu dengan acara biasa dan
acara sederhana.
a) Legal Standing
Legal standing berasal dari istilah persona stand
in judicio, yang artinya pihak yang berhak mengajukan
gugatan ataupun permohonan dalam proses perdata.
Pihak yang dapat mengajukan perkara sengketa
ekonomi syariah, yaitu:
1. Orang meliputi pribadi atau usaha perorangan.
Jika meliputi pribadi, maka yang harus diperhatikan
adalah identitas dirinya, sedang usaha perorangan
yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen
yang berkaitan.
2. Badan hukum, meliputi perseroan terbatas, koperasi,
yayasan, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah,
46 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafido, 2010), 27.
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Perusahaan Umum Badan Usaha Milik Daerah,
partai politk, organisasi massa, dan lainnya.
3. Bukan badan hukum, seperti firma, Commanditaire
Vennootschapy (CV).
b) Para Pihak yang Memberikan Kuasa Kepada Orang lain
Berkaitan dengan pihak yang memberikan kuasa
kepada orang lain, yang perlu diperhatikan adalah Pasal
1795 KUHPerdata, yaitu surat kuasa ke pengadilan
harus bersifat khusus dan bermaterai. Surat kuasa
tersebut harus memenuhi ketentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No 6 Tahun 1996 tentang
Surat Kuasa Khusus, jo Putusan MA RI No
51K/Pdt/1991 dan memeperhatikan Undang-Undang No
18 Tahun 2003 tentang Advokat, kemudian Keputusan
Ketua Mahakamah Agung RI No
73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan
Advokat. Sehingga dengan ketentuan tersebut advokat
yang menerima kuasa dari para pihak, dapat menjadi
kuasa dari pemberi kuasa.
c) Perlindungan Konsumen
Dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 8
Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen,
jo Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang
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Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen. Pihak yang dapat mengajukan
gugatan sebagai berikut :
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris
yang bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai
kepentingan yang sama; dan
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat, meliputi badan hukum, anggaran
dasarnya menyebutkan tujuan untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan melaksanakan
kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
d) Gugatan Class Action
Gugatan Class Action adalah gugatan yang
berisi tentang tuntutan melalui proses pengadilan yang
diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak
sebagai wakil kelompok (class representative). Dalam
ketentuan PERMA No 1 Tahun 2002 yang menegaskan
bahwa Class Action adalah suatu cara pengajuan
gugatan perwakilan kelompok, yang mana orang




Gugatan Class Action ini harus memenuhi
beberapa yuridis formal, meliputi terdapat kesamaan
kepentingan, adanya kesamaan penderitaan dan yang
dituntut harus memenuhi syarat untuk kemanfaatan
bagi seluruh anggota. Gugatan ini dapat diajukan ke
Pengadilan Agama dalam perkara sengketa wakaf,
zakat dan sedekah serta perkara yang disebabkan
karena adanya keberatan dari konsumen atas produk
dari bisnis syariah.
2) Secara Non litigasi
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non
litigasi merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar
pengadilan dengan harapan sengketa tersebut dapat
diselesaikan dan memberikan bantuan dan nasihat hukum
dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya
sengketa, sehingga dengan adanya penyelsaian non litigasi
diharapkan bisa memperoleh jalan keluar yang saling
menguntungkan. Berikut jenis atau bentuk penyelesaian
sengketa secara non litigasi;47
a) Alternatif penyelesaian sengketa (APS), adalah forum
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase,
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun
47 Imam Jauhari, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam (Medan:
Pustaka Bangsa Press, 2009), 23.
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1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Sehingga APS ini hanya terbatas pada teknik
penyelesaian sengketa yang bersifat koperatif. Secara
garis besar alternatif penyelesaian sengketa ini terdiri
atas beberapa jenis;
1. Musyawarah, adalah proses saling mendengarkan
dengan sikap saling menerima pendapat dan
keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan
antara para pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal
55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang
No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
2. Mediasi, adalah penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh
mediator/perantara. Pelaksanaan tersebut bisa
dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi,
hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka
(7) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi terdapat
lima tahapan yang mesti dipenuhi, diantaranya




kesepakatan, melaksanakan kesepakatan dan
membangkitkan pilihan-pilihan pemecah masalah.
3. Konsultasi, adalah suatu tindakan bersifat personal
antara suatu pihak (klien) dan pihak lain yang
merupakan konsultan, yang memberikan
pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk
memenuhi keperluan dan kebutuhan klien.
Sehingga konsultan hanya memberikan pendapat
(hukum) sebagaimana diminta klien, dan
selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian
sengketa tersebut dikembalikan kepada para pihak.
Berdasar pada ketentuan Pasal 23 PERMA
No 1 Tahun 2008, atas persetujuan para pihak
kesepakatan perdamaian tersebut dapat dimintakan
pengukuhan ke pengadilan yang kemudian hakim
dapat mengukuhkan kesepakatan perdamaian.
4. Negosiasi, adalah proses penyelesaian sengketa
antara dua orang atau lebih untuk melakukan
kompromi atau tawar-menawar terhadap
kepentingan penyelesaian sengketa dalam
mencapai kesepakatan. Maka para pihak membuat
kesepakatan secara tertulis atau akta perdamaian
yang ditanda tangani oleh para pihak yang
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bersengketa dan kemudian didaftarkan ke
pengadilan dengan tenggang waktu 30 hari, sesuai
dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), (6) da (7)
Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelsaian Sengketa.
5. Konsiliasi, adalah proses perdamaian dengan
menggunakan bantuan pihak ketiga dengan
mengupayakan pertemuan diantara pihak yang
berselisih dengan tujuan perdamaian. Hasil
kesepakatan para pihak melalui konsiliasi harus
dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara
bersama kemudian didaftarkan ke Pengadilan
Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
yang menyatakan batas waktu 14 hari.
6. Penilaian Ahli, suatu upaya untuk mempertemukan
pihak yang bersengketa dengan cara menilai pokok
sengketa, yang dilakukan oleh seorang atau
beberapa ahli dibidang terkait sengketa tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka (2) Undang-
Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan
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bahwa hasil kesepakatan tersebut dituangkan
dalam dalam surat tertulis  yang digolongkan pada
akta perdamaian.
b) Arbitrase, menurut Abdul kadir Muhammad
mendefinisikan arbitrase adalah badan peradilan swasta
di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal
khusus dalam dunia perusahaan, arbitrase merupakan
peradilan yang dipilih dan ditentukan sendri secara
sukarela oleh pihak-pihak pengusaha bersengketa.
Sedangkan objek penyelesaian sengketa dengan
arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan
yang meliputi, perniagaan, perbankan, keuangan,
penanaman modal, industri dan hak milik intelektual.
Kemudian mengenai segi bentuk lembaga arbitrase di
Indonesia terdiri dari dua bentuk :
1) Arbitrase Internasional, yaitu lembaga atau badan
arbitrase yang bersifat permanen, terdapat tiga
jenis abitrase internasional ini, antara lain Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang
didirikan oleh Kadin, 3 Desember 1977, Badan
Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang
diubah dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional
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(Basyarnas) tahun 2002, dan Badan Arbitrase Pasal
Modal Indonesia (BAPMI).
2) Arbitrase ad hoc/ arbitrase volunter, adalah badan
arbitrase yang tidak permanen karena badan
arbitrase ini dibentuk secara khusus untuk
menyelesaikan sengketa sesuai dengan kebutuhan
saat itu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 615 Rv
yang menyatakan bahwa arbitrase ad hoc adalah
arbitrase yang dibentuk khusus untuk
menyelesaikan sengketa tertentu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
maka sengketa yang dapat diselesaikan melalui
lembaga arbitrase hanya dibidang perdata.
5. Mekanisme Pengajuan Sengketa Wanprestasi Ekonomi
Syariah dengan Acara Sederhana.
Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa
dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan rangkain
tahapan penyelesiannya sebagai berikut :48
1) Pendaftaran




Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan
pengadilan dan dapat juga dengan cara mengisi gugatan
berupa blanko yang sudah disiapkan di kepaniteraan serta
wajib melampirkan bukti-bukti surat, yang pada substansi
blanko tersebut adalah :
a) Identitas Penggugat dan Tergugat;
b) Penjelasan ringkas tentang duduk perkara; dan
c) Tuntutan Penggugat.
2) Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran
gugatan sederhana, sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4
PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana, kemudian mencatatnya dalam buku
register  khusus gugatan sederhana.
3) Ketua menetapkan Panjar Biaya Perkara
Ketua menetapkan panjar biaya perkara dan
memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar
biaya perkara yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) melalui Bank. Bagi Penggugat yang
tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara
secara cuma-cuma atau prodeo, kemudian ketua pengadilan
menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan
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sederhana paling lambat dua hari untuk menetapkan majlis
hakim dari ketua pengadilan.
4) Pemeriksaan Pendahuluan
Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang
diperintahkan menyelesaikan perkara aquo, terlebih dahulu
hakim harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana
sudah benar berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA
No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana.
5) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA
No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana, yang menyatakan bahwa hakim menetapkan
hari sidang pertama dan memerintahkan juru sita untuk
memanggil para pihak hadir di persidangan dengan jarak
waktu pemanggilan dalam gugatan sederhana sengketa
ekonomi syariah paling lambat adalah 2 hari kerja
(concordan).
6) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan
perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu
penyelesaian gugatan sederhana, yaitu paling lama 25 hari
kerja sejak sidang pertama. Berkaitan dengan akta
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perdamaian, hakim mempersiapkan akta perdamaian yang
bentuknya sebagai berikut :
a) Hari dan tanggal perdamaian dilakukan;
b) Identitas para pihak;
c) Kesepakatan yang dicapai;
d) Tanda tangan para pihak yang berdamai.
7) Hakim Wajib Berperan Aktif
Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim
wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam
persidangan dengan dihadir para pihak, peran tersebut tiada
lain bertujuan untuk memperlancar pemeriksaan dan
penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan
sederhana. Dalam peran aktifnya, hakim dapat melakukan
hal-hal sederhana sebagai berikut :
a) Memberikan penjelasan megenai gugatan sederhana
secara berimbang kepada para pihak;
b) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai
termasuk menyarankan kepada para pihak untuk
melakukan perdamaian di luar persidangan; dan
c) Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan





Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan
kejelasan perkara kepada hakim agar dapat dinilai
apakah masalah yang dialami penggugat dapat ditindak
secara hukum. Menurut Sudikno Mertokusomo
menjelaskan pembuktian dengan tiga pengertian, yaitu ;
a) Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas
umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan
yang memungkinkan adanya pembuktian bersifat
mutlak.
b) Dikenal dengan konvensional, artinya
membuktikan yang juga memberikan kepastian,
tetapi bukan kepastian yang bersifat mutlak,
melainkan kepastian yang nisbi dan relatif.
Alat bukti merupakan segala sesuatu yang
menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan
sesuatu. Dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata,
menjelaskan macam-macam alat bukti :49
a) Bukti tulisan;








Terhadap sengketa ekonomi syariah dengan
gugatan sederhana, pembuktian hanya sebatas bukti-
bukti yang disampaikan saat penggugat menyampaikan
gugatan di kepaniteraan. Mengacu pada ketentuan Pasal
5 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, para banyak yang
menggunakan bantuan elektronik untuk melakukan
transaksi ekonomi syariah.
9) Putusan
Hakim tunggal harus mempertimbangkan
terlebih dahulu alasan gugatan yang diajukan termasuk
kategori gugatan sederhana, dengan segala
pertimbangan yang dilakukan oleh majlis hakim segala
putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang
ekonomi syariah harus memuat alasan dan dasar
putusan yang memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-
dalil dari kitab fikih untuk dijadikan dasar mengadili
dan memutus perkara. Apabila salah satu pihak tidak
hadir, maka dalam hal ini juru sita meyampaikan





Upaya hukum terhadap putusan gugatan
sederhana adalah dengan mengajuakan keberatan
kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah
Syariah dengan menandatangani akta pernyataan
keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan
panitera disertai dengan alasan-alasan pula. Ketentuan
permohonan keberatan harus diajukan paling lambat 7
hari kerja setelah pemberitahuan putusan.
11) Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan
Kepaniteraan menerima dan memeriksa
kelengkapan berkas keberatan yang disertai dengan
memori keberatan yang bisa dalam bentuk alasan-alasan
yang dituangkan dalam akta keberatan. Setalah berkas
diterima oleh pengadilan, akan disampaikan kepada
termohon keberatan dalam tenggang waktu 3 hari kerja
sejak berkas diterima.
12) Pemeriksaan Keberatan
Permohoan keberatan dinyatakan lengkap dalam
waktu paling lambat 1 hari kerja, setalah itu ketua
Pengadilan Agama menetapkan majlis hakim untuk
memeriksa, memutus permohonan dan didampingi oleh
hakim senior yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.
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Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas
dasar pada putusan, dan berkas keberatan disertai
memori kontra dan memori keberatan serta tidak
dilakukan pemeriksaan tambahan. Untuk pemeriksaan
keberatan ini, majlis hakim hanya diberi waktu paling
lambat 7 hari kerja untuk memutusa perkara.
13) Pelaksanaan Putusan
Terhadap putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap, maka putusan dilaksanakan secara
sukarela dan apabila tidak bersedia secara sukarela,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 HIR, jo 259
RBg, yang berbunyi :50
“Jika seseorang yang dihukum untuk mengadili
suaru perbuatan tidak melakukannya dalam
waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka
oleh orang yang mendapat keuntungan dari
putusan pengadilan yang bersangkutan dapat
dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan
dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam
jumlah uang yang harus ia kemukakan”.
6. Wanprestasi dan Akibat Hukum dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES)
Kontruksi wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah,
tidak jauh beda dengan wanprestasi dalam lapangan perdata
secara umum, hanya yang membedakan adalah kegiatan yang
50 Mujahidi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia, 89.
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
52
terjadi di lapangan ekonomi syariah. Menurut KHES, pihak
dalam perjanjian dianggap melakukan ingkar janji, apabila
melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk
melakukannya ;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak
sebagaimana dijanjikannya ;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
atau
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukan.51
Pada prinsipnya, apabila pihak-pihak yang tidak
melaksanakan atas perjanjian yang disepakati, maka pihak
dalam akad yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya
prestasi akan dikenakan beberapa akibat hukum, diantaranya ;
a. Membayar ganti rugi ;
b. Membatalkan akad ;
c. Peralihan resiko ;
d. Denda; atau
e. Membayar perkara.52
51 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pasal 36 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES, 2011), 20.






Metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan
penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah
ditentukan untuk mendapatkana kebenaran ilmiah, sehingga nantinya
penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.53 Untuk mendapatkan
hasil yang diharapkan dan untuk memperoleh data yang obyektif serta
otentik, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode
sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenisi penelitian yang digunakan penulis
adalah menggunakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan
(library research). Menurut soerjono Soekanto, penelitian hukum
normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka ataua data sekunder belaka. Penelitian
normatif sendiri mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,
penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah
hukum.




Penelitian normartif disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Pada penelitian hukum acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa
yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books) atau hukum
dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berprilaku manusia yang dianggap layak atau pantas.
Penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau
data yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum
tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan
dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalalm hubungannya dengan
masalah yang diteliti.54
2. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka
metode penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu,
pendekatan perundang-undangan (statue appoach), pendekatan
konseptual (conseptual appoach), dan pendekatan kasus. Pendekatan
perundang-undangan digunakan oleh peneliti karena menempatkan
undang-undang sebagai sumber data dalam penelitian. Serta penelitian




ini tidak lepas dari undang-undang yang mempunyai kesesuaian
dengan judul penelitian.
Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Penggunaan
pendekatan tersebut guna memaparkan konsep-konsep maupun teori-
teori yang menunjang terkait penelitian yang akan dilakukan. Seperti
konsep pembiayaan murabahah serta tentang putusan Pengadilan
Agama Situbondo dan lain sebagainya. Pendekatan terakhir adalah
pendekatan kasus, penulis hendak memberikan paparan kasus yang
ada kaitannya dengan judul penelitian serta penyelesaiannya yang
menggunakan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
3. Sumber Bahan Hukum
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber
penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-
bahan hukum sekunder.55 Antara lain :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama
yang bersifat autoriatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan
hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
55 Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 16.
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putusan hakim.56 Adapun Sumber bahan hukum primer dalam
penelitian ini antara lain:
1. Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
6. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murabahah;
7. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 47/DSN-
MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi
Nasabah Tidak Mampu Membayar.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder atau data sekunder ialah bahan
yang memberikan pejelasan mengenai bahan hukum primer.57
Bahan hukum ini merupakan bahan-bahan resmi yang bisa bisa
dipertanggung jawabkan keasliannya. Bahan-bahan hukum
sekunder yang digunakan antara lain :
56 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press,
2013), 118.
57 Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 31.
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1. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum,
jurnal, artikel dan majalah yang membahas tentang Putusan
Pengadilan Agama;
2. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum,
jurnal, artikel dan majalah yang membahas tentang
Perbankan Syariah;
3. Berbagai buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum,
jurnal, artikel dan majalah yang membahas tentang
perjanjian murabahah.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Iindonesia (KBBI);
3. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian
yang akan diteliti oleh penulis.
4. Tekhnik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan
data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi
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standar yang ditetapkan.58 Adapun tekhnik-tekhnik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya
menomental dari seseorang. Adapun naskah atau dokumen yang
dikumpulkan terkait penelitian ini, antara lain :
a. Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit;
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan
Terbatas;
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah;
g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005
Tentang Penyelesian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak
Mampu Membayar.
5. Analisis Data
Pengolahan dan analisa data pada dasarnya tergantung pada
jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya
58 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.
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mengenal data sekunder saja yang terdir dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka da;am
mengolah dan menagnalisa bahan hukum tersebut tidak bisa
melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalalm ilmu
hukum.
Analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan
pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif
sebagai tata kerja penunjang. Analisa terutama mempergunakan
bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.
Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah : 59
a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun
dari data hukum positif tertulis;
b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
c. Pembentukan standar-standar hukum;
d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.
6. Tahap-tahap Penelitian
Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa
tahapan, diantaranya :60
a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak
dipecahkan;
59 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 163.
60 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.
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b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi danjuga bahan-bahan non hukum;
c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang dikumpulkan;
d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumetasi yang menjawab
isu hukum;
e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun didalam kesimpulan.
Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum
sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-
konsep hukum dan norma-norma hukum.
Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar
prosedur dan ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam
melaksanakan aturan hukum. Oleh karenanya, langkah-langkah
tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan
praktis maupun untuk kajian akademisi.61





A. Duduk Perkara Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di
BPRS Situbondo pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo No:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
1. Asal-usul Wanprestasi
Pada tanggal 19 April 2018 Tergugat mengajukan pembiayaan
akad murabahah ke Bank BPRS, untuk selanjutnya disebut Penggugat,
atas sebuah mobil. Atas pengajuan pembiayaan dari Tergugat, maka
para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk menandatangani
Akad Murabahah nomor : 01. 101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018
pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2018 dengan isi perjanjian sebagai
berikut : plafond awal Rp. 80.000.000,-, margin sampai jatuh tempo
Rp. 80.640.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp. 160.640.000,-
dengan jangka waktu penyelesaian selama 8 tahun (96 bulan) angsuran
perbulan sebesar Rp. 1.673.333,-.62
Dalam akad murabahah tersebut, Pihak Tergugat sepakat
menggunakan BPKB Mobil sebagai agunan atas akad Murabahah
diatas dengan rincian sebagai berikut :
Sebuah kendaraan : MOB.PENUMPANG, Merk/Type: TOYOTA
AVANZA 1.3G M/T, Tahun Pembelian 2012, Isi Silinder: 1298 cc,
62 Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo No: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 2.
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No.Rangka: MKHM1B43JCK01832, No.Mesin: DK14283, No.Reg:
Hitam Metalik, bpkb a/n: ARIYANTO, Alamat di BPKB: DSN,
Grojokan RT.03/01 DS. Karangbong KEC. Pajarakan Probolinggo.
Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Agunan.
2. Duduk Perkara Penyebab Wanprestasi
Setelah ditandatangani Akad Murabahah, Tergugat hanya
membayar angsuran pembiayaan selama 8 kali (Rp. 16.734.000) dari
jeda waktu angsuran selama 8 tahun (96 bulan). Maka pihak Pengugat
pun melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran angsuran
tersebut, namun pihak Tergugat juga masih belum memenuhi
kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian yang sudah
disepakati bersama. 63
Dalam upaya melakukan penagihan atas keterlambatan
pembayaran, pihak Penggugat pun telah melakukan upaya prosedural
dengan menerbitkan surat-surat peringatan yaitu :64
Surat Peringatan Pertama No : 279//LG/BPRS-STB/X/2018
Surat Peringatan Kedua No : 90/LG/BPRS-STB/III/2019
Surat Peringatan Ketiga No : 200/LG/BPRS-STB/VII/2019
Surat Peringatan Keempat No : 260/LG/BPRS-STB/VIII/2019
Setelah surat peringatan diberikan ke Tergugat, Penggugat
memberikan kelonggran dalam hal waktu pelunasan, namun juga tidak
63 Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo No: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 3.
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ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaiakan
tunggakan/penyelesaian sisa kewajiban. Sehingga, dalam Laporan
Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat sampai dengan bulan
September, sisa yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :
Sisa Pokok : 71.666.000,-
Margin Belum Terbayar : 72.240.000,-
Denda Keterlambatan :   3.640.000,-
Biaya Lelang : 10.000.000,-+
Total Kewajiban : 157.546.000
3. Pengajuan Perkara
Maka atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat,
maka dalam hal ini Penggugat lantas mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 19 September 2019, untuk
menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang telah
mendapatkan nomor register perkara : 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit,
dengan petitum :65
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar
janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban
kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan diatas;
65 Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo No: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 5.
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4. Menyatakan bahwa obyek agunan secara sah dapat dijual baik
secara sukarela maupun melalui proses lelang umum Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila
Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada
Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama
Tergugat.
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Racio Decidendi) dalam
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Murabahah di
BPRS Situbondo dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
1. Pertimbangan menggunakan Perundang-undangan
a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama. Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.
Kedua undang-undang tersebut, oleh majlis hakim
digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim untuk
memeriksa terkait kewenangan pengadilan menerima, memeriksa
dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat atas perkara
yang diajukan. Penggunaan undang-undang oleh majlis hakim
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mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2003 tentang
Peradilan Agama, jo Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :
“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.
Dasar pertimbangan hukum hakim tersebut, telah jelas,
bahwa perkara yang masuk menjadi wewenang absolut dan relatif
Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Situbondo.66
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
Penggunaan undang-undang ini sebagai dasar pertimbangan
hukum hakim mengenai legal standing dalam perkara aquo.
Sehingga majlis hakim menggunakan Pasal 1 ayat 4 Undang-
Undang No 1 Tahun Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa:
“Direksi adalah perseroan yang bertanggungjawab penuh
atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan
perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun
di luar Pengadilan sesuai dengan ketetnuan Anggaran
Dasar”.
c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Tentang tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan
demi hukum Para Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian
yang disepakati dengan Penggugat. Majlis hakim menggunakan
undang-undang tersebut untuk menyatakan bahwa Para Tergugat
66 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 7.
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telah nyata secara normatif melakukan perbuatan wanprestasi atau
telah lalai atas perjanjian yang disepakati dengan Penggugat, dasar
hukum yang digunakan majlis hakim untuk mempertimbangkan
tuntutan tersebut mengacu Pasal 36, 37 KHES, jo 1238
KUHPerdata. Sehingga dengan menggunakan dasar hukum
tersebut, telah nyata bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan
wanprestasi/ingkar janji.67
d) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
1) Undang-undang ini digunakan oleh majlis hakim sebagai
pemeriksaan perkara bagi Para Tergugat yang hanya hadir pada
sidang kedua dan sidang selanjutnya tidak hadir di persidangan
meski telah diperintahkan untuk hadir di persidangan. Majlis
hakim mengacu pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang
berbunyi :
“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan
diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap
mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka
gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek) kecuali
kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan
itu melawan hak atau tidak beralasan”.68
Mengacu pada pasal tersebut, majlis hakim dapat
melanjutkan dan memutus diluar hadirnya Para Tergugat dan
dapat megabulkan gugatan Penggugat sepanjang berdasarkan
hukum, berasalan dan dibuktikan dengan dalil gugatannya.
67 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 11-12.
68 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 9.
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2) Majlis hakim menggunakan undang-undang tersebut sebagai
pertimbangan bahwa hukum telah megatur tentang sebuah
prinsip siapapun berhak untuk mengklaim suatu hak tertentu.
Sehingga majlis hakim mengacu pada Pasal 163 HIR yang
dijadikan dasar, yang berbunyi :69
“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya,
atau untuk memberikan hak orang lain, maka orang itu
harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian
itu”.
3) Tuntutan agar pengadilan menghukum Para Tergugat
membayar semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian
pembiayaan ini, maka majlis hakim menggunakan undang-
undang untuk meghukum Para Tergugat karena pihak yang
kalah dalam perkara ini. Dasar hukum yang digunakan majlis
hakim megacu pada Pasal 118 HIR yang menjelaskan bahwa
pihak yang kalah dalam perkara, dibebankan semua biaya yang
timbul dalam perkara tersebut.70
e) Pertimbangan menggunakan Hukum Islam
ةٍ َواْلقََضاُء َعلَى َغائٍِب َعِن  ٍز َجائٍِز اِْن َكاَن لُِمدَِّع ُحجَّ اْلبَلَِد أَْوَعِن اْلَمْجلِِس بِتََواٍر أَْو تََعزُّ
(سیّد ابو بكر بن محّمد شطى)
Artinya : “Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah
Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan
sebab tawari atau ta’azuz adalah boleh apabila
Penggugat mempunyai hujjah/bukti”.71
69 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 11.
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Dalil ini, oleh majlis hakim digunakan sebagai dasar yang
menyatakan bahwa Para Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun sudah diperintahkan hadir oleh majlis hakim. Sehingga
berdasarkan dalil tersebut majlis hakim dapat melanjutkan
pemeriksaan perkara dan diputus diluar hadirnya Para Tergugat.
f) Pertimbangan menggunakan Fatwa DSN-MUI
Dalam pertimbangan hakim, majlis hakim
mempertimbangkan terhadap dalil gugatan Penggugat yang
menyatakan bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh
Para Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, sehingga
Penggugat meminta kepada Para Tegugat untuk membayar denda
keterlambatan sebasar Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat
puluh ribu rupiah). Dasar pertimbangan hukum hakim mengacu
pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000
yang pada penjelasannya dibolehkan menetapkan sanksi barupa
denda (ta’zir), dalam hal ini sejumlah uang yang besarnya
ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad
ditandatangani.72
g) Pertimbangan menggunakan keterangan alat bukti
Hakim dalam memutuskan perkara tersebut beracuan pada
bukti-bukti yang diajukan Penggugat diawal, berupa ;73
72 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 13.
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P.2 merupakan bukti Akad Murabahah Nomor
01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 yang dikeluarkan pada
tanggal 30 Mei 2018 oleh PT. BPRS Situbondo bermateri.
P.3 merupakan bukti riwayat pembiayaan atas nama
Haidiyono Putra tertanggal 30 Mei 2019. P.4 merupakan bukti
obyek aguanan dari Para Tergugat berupa Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) MOB. Penumpang, Merk/Type : Toyota Avanza
1.3G M/T Tahun Pembelian 2012, Isi Selinder : 1298 cc, No.
Rangka : MHKM1B43JCK01832, No. Mesin : DK14283, No. Reg
: PRB0225376, No. Polisi N 1806 NL, No. BPKB : 1-06732066,
Warna: Hitam Metalik, a.n. Ariyanto di Dsn Grojokan RT 03/RW
01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo, yang
dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Probolinggo tanggal 27 Januari
2012.
P.5 sampai P.9 merupakan bukti yang diberikan Penggugat
kepada Para Tergugat berupa Surat Peringatan agar melaksanakan
kewajibannya/angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
bukti-buki tersebut, antara lain ;
1) Peringatan  I Peyelesaian Tunggakan Angsuran tanggal 24
Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan




2) Peringatan II Penyelesaian Tunggakan Angsuran tanggal 18
Maret 2019  yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan
Rakyat Syahriah (BPRS) Situbondo Nomor 90/LG/BPRS-
STB/III/2019;
3) Peringatan III Penyelesaian Tunggakan Angsuran tanggal 8
Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat
Syahriah (BPRS) Situbondo Nomor 200/LG/BPRS-
STB/VII/2019;
4) Peringatan IV Penyelesaian Tunggakan Angsuran tanggal 8
Agustus 2019  yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Situbondo Nomor 260/LG/BPRS-
STB/VIII/2019.
h) Tujuan dari Gugatan
Tujuan dari gugatan yang diajukan dari Penggugat, bahwa
Penggugat ingin menyelesaikan perkara atas perbuatan
wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap
perjanjian yang telah disepakati yakni akad/perjanjian murabahah
nomor : 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 dengan
pembiayaan Rp. 80.000.000,- dengan margin sampai tempo
sebesar Rp. 80.640.000,- keseluruhan berjumlah Rp. 160.640.000,-
dengan angsuran perbulan Rp. 1.673.333,- selama 8 tahun (96
bulan). Setalah perjanjian tersebut disepakati oleh dua belah pihak,
Para Tergugat sanggup membayar angsuran tiap bulannya secara
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rutin dan tepat waktu hingga jatuh tempo. Namun, Para Tergugat
tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian diawal
yang selalu mengulur waktu dalam angsuran meski sudah empat
kali Para Tergugat mendapat peringatan dari Penggugat.
Akhirnya, Penggugat melanjutkan niatnya untuk
menggugat Para Tergugat ke pengadilan guna memeriksa,
memutus perkara yang menghukum Para Tergugat secara normatif
melakukan wanprestasi dengan mengajukan bukti-bukti. Sehingga
dalam perkara ini Para Tergugat telah melanggar terhadap
perjanjian yang terkumpul dalam Pasal 8 pada saat perjanjian
disepakati yaitu wanprestasi/ingkarjanji, antara lain bunyi pasal
tersebut ;
a) Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat
(kreditur) dan Para Tergugat (debitur/nasabah);
b) Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan,
tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang
harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
c) Adanya batas waktu yang telah disepakati;
d) Ada pihak yang telah melanggar atau tidak melakukan
kewajibannya/prestasi yang telah disepakati.
Berdasarkan tindakan wanprestasi/ingkar janji dari Para
Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar
menghukum Para Tergugat membayar semua sisa kewajibannya
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atas perjanjian sejumlah Rp. 157.546.000,- (seratus lima puluh juta
lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian, Rp.
143.906.000 (seratus empat puluh tiga sembilan ratus enam ribu
rupiah) total kerugian yang diderita Penggugat, sisa kerugian
tersebut merupakan jumlah pembiayaan sebesar Rp.80.000.000
(delapan puluh juta rupiah) yang sebelumnya Para Tergugat pernah
membayar angsuran selama 8 (delapan) kali sejumlah Rp.
16.734.000, sedang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
merupakan biaya lelang obyek agunan. Kemudian, Rp. 3.640.000,-
(tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan sanksi
yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat karena akibat
tidak dipenuhinya isi perjanjian yang menimbulkan keterlambatan
dalam angsuran.
Lebih lanjut, pada tujuan gugatan Penggugat agar
pengadilan menyatakan secara sah dan dapat dijual secara sukarela
maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jember jikalau Para
Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajibannya kepada
Penggugat. Terkait barang yang dijadikan jaminan dalam
perjanjian ini adalah sebuah kendaraan bemotor roda empat merk
Kendaraan Bermotor roda empat merk Kendaraan Bermotor MOB.
Penumpang, Merk/Type : Toyota Avanza 1.3G M/T Tahun
Pembelian 2012, Isi Selinder : 1298 cc, No. Rangka :
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MHKM1B43JCK01832, No. Mesin : DK14283, No. Reg :
PRB0225376, No. Polisi N 1806 NL, No. BPKB : 1-06732066,
Warna: Hitam Metalik, a.n. Ariyanto di Dsn Grojokan RT 03/RW
01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan Probolinggo.
Didalam gugatan Penggugat, tercantum sebuah tuntutan
agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa
wanprestasi dalam perjanjian ini. Sehingga dengan adanya tuntutan
tersebut majlis hakim mengabulkan semua tujuan dari gugatan
perkara ini.
i) Putusan Hakim
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan
wanprestasi/cidera janji;
c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban
ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sejumlah Rp.
147.546.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat
puluh enam ribu rupiah) secara tunai, dan apabila Para
Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela,
maka Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi
dan lelang ke kantor Pengadilan Agama Situbondo atas barang
jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
MOB. Penumpang, Merk/Type : Toyota Avanza 1.3G M/T
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
74
Tahun Pembelian 2012, Isi Selinder : 1298 cc, No. Rangka :
MHKM1B43JCK01832, No. Mesin : DK14283, No. Reg :
PRB0225376, No. Polisi N 1806 NL, No. BPKB : 1-06732066,
Warna: Hitam Metalik, a.n. Ariyanto di Dsn Grojokan RT
03/RW 01 Desa Karangbong Kecamatan Pejarakan
Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort
Probolinggo tanggal 27 Januari 2012;
d. Menyatakan tidak dapat dapat diterima untuk selebihnya;
e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar
Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).74
1. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Racio Decidendi)
pada Putusan Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
Dalam proses menyelesaikan perkara atau mengadili perkara,
seorang hakim harus dapat meyelesaikan secara objektif berdasarkan
hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan
termasuk dalam hal ini sengketa ekonomi syariah, hakim akan
dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang diajukan kepada
majlis hakim yang kemudian akan mendapatkan keyakinann dari hati
nuraninya.75 Pengambilan keputusan oleh hakim hanya terikat pada
fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau
74 Salinan Putusan Pengadilan Agama No.0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, 15-16.
75 Firman Floranta Adonara, “Prinisp Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat
Konstitus”, Jurnal Konstitusi, 2 (Juni, 2015), 2019.
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dijadikan landasan hukum putusan tersebut, sehingga dengan
memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan akan dijadikan
sebuah landasan/dasar untuk menyelesaikan perkara/kasus yang
sedang dalam proses persidangan.
Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah
melakukan serangkaian penemuan hukum atas penafsiran hukum
dalam rangka pembentukan hukum yang berpeganng teguh pada dua
asas. Pertama, asas menyesuaikan undang-undang dengan fakta
konkret di persidangan. Kedua, hakim dapat menambah undang-
undang apabila itu diperlukan. Dalam proses tersebut, seorang hakim
tidak boleh memihak pada salah satu pihak kecuali hanya kepada
kebenaran dan keadilan.76
Dalam sebuah analisa pertimbangan hukum hakim, penulis
akan memberikan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim pada
putusan perkara sengketa wanprestasi/ingkar janji perjanjian
murabahah, putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, dengan teori penafsiran sistematis, teori
asas hukum, teori maslahah dan teori pembuktian.
a. Teori Interpretasi/Penafsiran Sistematis




Penafsiran Sistematis adalah sebuah metode yang
menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan
sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami
seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu
peristiwa yang terkait, demikian pula antara undang-undang dengan
undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang
sejenis.77
Dengan demikian, penafsiran sistematis merupakan
penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain
dalam suatu perundang-undangan yang berkaitan, atau dengan
undang-undang lain serta membaca penjelasan undang-undang
tersebut sehingga bisa dipahami maksudnya. Dasar pertimbangan
hukum hakim dalam memutuskan Para Tergugat melakukan
wanprestasi/ingkar janji ialah Pasal 36 KHES, jo Pasal 1238
KUHPerdata.
b. Teori Asas Lex posteriori derogat lex priori
Asas undang-undang dalam pembahasan teori hukum, salah
satunya dikenal dengan suatu adagium Lex posteriori derogat lex
priori, yang berarti suatu undang-undang yang lebih baru
mengeyampingkan undang-undang yang lama. Hartono
Hadisoeprapto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa




undang-undang baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama
yang mengatur materi yang sama.78
Apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-
undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru
meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut/meniadakan
berlakunya undang-undang lama itu, sehingga dengan sendirinya
undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku
lagi. Misalnya undang-undang yang digunakan sebagai dasar
pertimbangan hukum oleh hakim yaitu Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.
c. Teori Mashlahah
Mashlahah adalah sebuah cara penemuan hukum islam
yang sejalan dengan tujuan syara’ karena tidak ada dalil tertentu
dari syara’ yang membenarkan atau menggugurkan tetapi apabila
ditetapkan akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
Satdjipto Rahardjo berpendapat bahwa teori maslahah merupakan
sebuah hukum untuk manusia bukan sebaliknya, yakni jika hukum
78 Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 26.
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tidak mendatangkan manfaat bagi manusia maka hukumnya yang
dirubah (hukum progresif).79
Menurut al-khawarizmi teori mashlahah merupakan sebuah
langkah untuk memelihara tujuan hukum Islam dan menolak
kerusakan, sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah
memelihara agama, akhlak, jiwa, harta dan keturunan. Hal ini
sebagaimana ibarat dalam kitab I’anatut thalibin (Juz IV halaman
238) yang berbunyi.80
ةٍ َواْلقَ  ٍز َجائٍِز اِْن َكاَن لُِمدَِّع ُحجَّ َضاُء َعلَى َغائٍِب َعِن اْلبَلَِد أَْوَعِن اْلَمْجلِِس بِتََواٍر أَْو تََعزُّ
(سیّد ابو بكر بن محّمد شطى)
Artinya : “Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah
Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan
sebab tawari atau ta’azuz adalah boleh apabila
Penggugat mempunyai hujjah/bukti”.
Dalam pengkajian materi ekonomi syariah, hakim
menggunakan teori ini dalam menentukan kepastian hukum dan
menemukan kebenaran atas peristiwa yang dihadapinya. maslahah
juga merupakan suatu metode berfikir untuk mendapatkan
kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak
ditentukan oleh teks-teks suci syariat ataupun al-ijtima’. Sehingga
dengan teori ini dapat disingkronkan pada kasus yang sedang
diperiksa oleh majlis hakim yang dalam hal ini Para Tergugat tidak
79 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 57.




pernah hadir dalam persidangan setelah sidang kedua yang
mengakibatkan pemeriksaan perkara tetap dilanjukan diluar
hadirnya Para Tergugat.
d. Teori Pembuktian
Dalam hukum pembuktian, R. Subekti mendefiisikan
pembuktian adalah meyakinkah hakim tentang kebenaran dalil-
dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dalil dalam
hukum islam dimaksudkan untuk mendudukkan kebenaran pada
kebenaran materil. sehingga dalam proses pembuktian tersebut
dapat membantu keberlangsungan suatu perkara yang diadili di
muka persidangan yang menghasilkan suatu putusan atau
penetapan.81 Pembuktian tersebut adalah alat bukti yang diajukan
oleh Penggugat dihadapan majlis hakim mengenai tindakan Para
Tergugat secara normatif melakukan wanprestasi/ingkar janji.
Meliputi, berkas akad murabahah, laporan riwayat pembiayaan,
obyek agunan (BPKB Mobil) dan surat peringatan (SP I, II, III dan
IV).
Dengan demikian, pembuktian sebuah penyajian alat-alat
bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa
suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran
peristiwa yang diajukan.
81 Amir Syam Marsuki, Penerapan Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di
Pengadilan Agama (UIN Alauddin Makasar, 2012), 19.
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Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan
oleh majlis hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi
perjanjian murabahah ini, penulis setuju dengan hasil keputusan
majlis hakim dalam memberikan keputusannya kepada Para
Tergugat yang dinyatakan secara hukum melakukan perbuatan
wanprestasi, dimana Para Tergugat pernah melaksanakan apa yang
diperjanjikan akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
C. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.
Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Miladiyah/22 Safar 1441
Hijriyah, perkara sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi
pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor
perkara 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit telah diputus oleh Hakim Tunggal yaitu
Drs. Usman Ismail Kalihu, S.H., M.H dalam sidang terbuka untuk umum
didampingi oleh Panitera H. Sofyan Affandi, S.H., M.H dengan putusan
terhadap ;
1. Penggugat
Majlis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat,
karena sebagian gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan oleh
majlis hakim yaitu mengenai tuntutan biaya lelang Rp.10.000.000,
(sepuluh juta rupiah) karena menurut majlis hakim menambahkan
biaya lelang tersebut berlebihan dan menurut majlis hakim masih
belum waktunya untuk dituntut (premature) mengingat lelang
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belum dilaksankan dan biayanya pun akan diketahui pada saat
pengajuan lelang.
Majlis hakim menyatakan tidak dapat menerima selebihnya
didalam putusannya, karena terdapat tuntutan Penggugat mengenai
proses lelang obyek agunan bila Para Tergugat tidak bisa
membayar semua sisa kewajibannya, dalam pertimbangan majlis
hakim permohonan sita eksekusi dan lelang ini merupakan
pengajuan yang berbeda atau harus dipisah dengan gugatan yang
ada, sehingga kepada Penggugat dapat mengajukan permohonan
sita eksekusi dan lelang  melalui Pengadilan Agama Situbondo dan
hasil dari penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada
Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang
diperlukan dalam proses lelang dan lainnya.
2. Para Tergugat
Dengan adanya alat bukti yang diajukan Penggugat berupa
Surat Peringatan (surat peringatan I, surat peringatan II, surat
peringatan III dan surat peringatan IV) telah terbukti Para Tergugat
melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian
murabahah yang telah disepakati, tindakan wanprestasi tersebut
tercantum dalam ketentuan Pasal 36 KHES, jo 1238 KHUPerdata,
yang berbunyi :
“Debitur dinyatakan Lalai dengan surat peringatan atau
dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari
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perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan
debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan”.
Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua total
kewajibannya ditambah denda keterlambatan oleh Para Tergugat
sejumlah Rp. 147.546.000 (seraturs empat puluh tujuh lima ratus
empat puluh enam ribu rupiah), nominal tersebut diperoleh setelah
proses pemeriksaan oleh majlis hakim melalui alat bukti yang
diajukan oleh Penggugat yang awalnya Rp. 157.546.000 (seratus
lima puluh tujuh lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) setelah
biaya lelang tidak dikabulkan oleh majlis hakim. Kemudian,
apabila Para Tergugat tidak bisa/lalai melaksanakan putusan ini
secara sukarela, maka objek agunan akan di lelang melalui
Pengadilan Agama jikalau Penggugat mengajukan permoohona sita
eksekusi dan lelang objek agunan.
Dalam putusan majlis hakim, Para Tergugat di hukum untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian
sengketa wanprestasi perjanjian murabahah ini sebesar Rp.
441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) karena kalah
dalam perkara, hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 181
HIR yang meyatakan ;
(1) Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan
dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua
atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan
antara laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang
lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau
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keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak
masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal;
(2) Pada keputusan sementara dan keputusan yang lain
dahulu dari keputusan penghabisan maka dapatlah
keputusan tentang biaya perkara ditangguhkan sampai
pada waktu yang dijatuhkan keputusan terakhir;
(3) Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan
sedang yang dikalahkan tidak hadir, harus dibayar oleh
orang yang dikalahkan, meskipun ia akan menang
perkara sesudah dimajukan perlawanan atau
bandingan, kecuali pada waktu pemeriksaan







Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dan berdasarkan rumusan
masalah mengenai penyelesaian sengekat wanprestasi dalam perjanijan
murabahah di BPRS Situbondo pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, maka penulis dapat menyimpulkan
sebagai berikut;
1. Bahwa duduk perkara pada putusan Pengadilan Agama Situbondo
Nomor. 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit adalah Penggugat mengajukan
gugatannya atas dasar perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh
Tergugat (nasabah) yang tidak melakukan kewajibannya (angsuran
perbulan) Penggugat telah memberikan surat peringatan (somasi)
kepada Tergugat, namun tidak ada tanggapan yang serius atau
iktikad baik dari Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan ke
Ketua Pengadilan Agama Situbondo dengan gugatan sebagai
berikut :
a) Mengabulkan gugatan Penggugatan untuk seluruhnya;




c) Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa
kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah
diuraikan diatas;
d) Menyatakan bahwa obyek agunan secara sah dapat
dijual baik secara sukarela maupun melalui proses
lelang umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa
membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat
sejumlah yang telah diuraikan tersebut diatas;
e) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya
yang timbul terkait dengan proses penyelesaian
pembiayaan atas nama Tergugat.
2. Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sengketa
wanprestasi perjanjian murabahah pada putusan Pengadilan
Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit adalah
sebagai berikut :
a) Pertimbangan hukum hakim dengan undang-undang,
diantaranya ;
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama. Dan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan undang-
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
86
undang ini digunakan perkara sengketa ekonomi syariah
menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan
Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo.
2) Majlis hakim memeriksa terlebih dahulu terkait para pihak
yang berhak mengajukan perkara, dengan menggunakan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseoran
Terbatas, pihak Penggugat berhak mengajukan gugatan
yang merupakan direksi dari perseroan tersebut.
3) Majlis hakim dalam memutuskan secara normatif Para
Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkaar janji,
maka dengan menggunakan Pasal 1238 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jo Pasal 36
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Para
Tergugat secara normatif melakukan perbuatan
wanprestasi/ingkar janji.
4) Majlis hakim dalam memutuskan kebolehan menetapkan
sanksi berupa denda kepada Para Tergugat, menggunakan
Fatwa DSN-MUI Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang
menetapkan sanksi, sehingga dengan fatwa tersebut
Penggugat boleh memberikan sanksi berupa denda
keterlambatan angsuran Para Tergugat.
b) Pertimbangan menggunakan keterangan alat bukti. Majlis
hakim menggunakan alat bukti tersebut untuk menyatakan
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Para Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji,
diantaranya;
1) Surat Peringatan Pertama No : 297/LG/BPRS-STB/X/2018
2) Surat Peringatan Kedua No : 90/LG/BPRS-STB/III/2019
3) Surat Peringatan Ketiga No : 200/LG/BPRS-STB/VII/2019
4) Surat Peringatan Keempat No : 260/LG/BPRS-
STB/VIII/2019
Alat bukti tersebut, digunakan oleh majlis hakim yang
meyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji kepada
Penggugat.
3. Akibat hukum keputusan Pengadilan Agama Situbondo dalam
menyelesaikan sengketa wanprestagsi dalam perjanjian
murabahah. Pertama, terhadap Penggugat, bahwa majlis hakim
hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, megenai
biaya lelang sebesar Rp. 10.000.000, menurut Majlis Hakim belum
waktunya untuk dituntut mengingat lelang belum dilaksanakan
sedang biayanya akan diketahui ketika lelang dipersidangkan.
Selanjutnya mengenai sita eksekusi dan lelang objek agunan,
dimana majlis hakim menganjurkan kepada Penggugat untuk
mengajukan permohonan lelang karena merupakan hal harus
dipisah dalam pengajuannya. Kedua, terhadap Para Tergugat,
secara normatif Para Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janjii
atas perjanjian murabah, Para Tergugat diwajibkan membayar
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semua sisa kewajiban angsuran kepada Penggugat sebesar Rp.
147.546.000 (seraturs empat puluh tujuh lima ratus empat puluh
enam ribu rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak bisa membayar
semua sisa kewajiban tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan
permohonan lelang atas objek agunan atas nama Para  Tergugat,
Para Tergugat dibebankan biaya perkara yang timbul dalam proses
penyelesaian sengketa wanprestasi ini sebesar Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu rupiah), karena Para Tergugat
merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini.
B. Saran
Berdasarkan dari perkara wanprestasi perjanjian murabahah pada
putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor. 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit,
penulis menyarankan kepada:
1. Hendaknya kepada Majlis Hakim, hendaknya dalam penggunaan
undang-undang untuk memberikan sebuah putusan dalam
pertimbangannya selalu memperhatikan terhadap undang-undang yang
telah di amandemen serta selalu berkomitmen memberikan keputusan
yang berkeadilan.
2. Hendaknya kepada nasabah, hendaknya dalam melakukan perjanjian
murabahah lebih berhati-hati dan mempunyai rasa tanggungjawab atas
tindakan yang diambil karena perbuatan tersebut menyangkut harga
diri selaku insan pemikir, serta selalu memperhatikan konsep-konsep
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dasar dalam prinsip syariah agar terhindar dari tindakan-tindakan
menyimpang.
3. Kepada Penggugat, hendaknya dalam melakukan sebuah gugatan lebih
cermat lagi tentang bagaimana prosedur yang seyogyanya dijadikan
tuntutan agar tepat dalam sasaran.
4. Kepada bank syariah, hendaknya selalu memperhatikan terhadap
penggunaan akad, dalah hal ini bidang murabahah agar sesuai dengan
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